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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya. 
Berbagai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada hakekatnya 
merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia meliputi berbagai macam aspek baik dari 
aspek penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pelayanan.  Dalam hal ini 
pemerintah mempunyai 3 fungsi utama  antara lain fungsi pelayan masyarakat (publik 
service function), fungsi pembangunan (development function), fungsi perlindungan 
(protection function). Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik dengan melakukan berbagai macam perbaikan di segala sektor 
pelayanan. 
Komitmen pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan tertuang 
dalam beberapa kebijakan yang berbentuk Undang-Undang maupun Keputusan 
Presiden dan keputusan Menteri. Produk hukum yang berkaitan dengan 
penyelenggaran pelayanan publik adalah : 
1. Instruksi Presiden Nomor 1/1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu 
pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. 
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/OTDA Tanggal 8 juli 2002 
tentang pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal. 
 
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep MENPAN) Nomor 
63/2003 Tentang pedoman penyelengaraan pelayanan . 
 
 
4. Kep. MENPAN Nomor 26/2004 tentang trasparansi dan akuntabilitas 
pelayanan 
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan 
mengenai penyelenggaraan pelayanan publik akan tetapi pelayanan publik masih 
menjadi keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat muncul karena harapan terhadap 
pelayanan publik tidak terpenuhi sehingga terjadi kesenjangan. Dibeberapa kota, 
tingkat kesenjangan harapan atas pelayanan publik cukup signifikan. Ini terungkap 
dalam riset tim peneliti FIKB PPs PSIA UI terhadap jasa layanan IMB di Bandung, 
Jakarta, dan Surabaya; serta tim peneliti Indonesian Public Sector Community (IPSC) 
atas jasa layanan Kantor Pemadam Kebakaran di Yogyakarta. Umumnya masyarakat 
berharap adanya pelayanan yang cepat dan tidak terlalu birokratis, tetapi harapan itu 
masih belum terpenuhi disebabkan lingkungan belum mendukung pelaksanaan 
akuntabilitas.(http://opensubscriber.com/message/ppiindia@yahoogroups.com/33991
20). 
Adanya keluhan dalam hal pelayanan publik mengindikasikan desakan atas 
pembaharuan dan perbaikan baik dari sisi substansi hubungan antara aparatur 
penyelenggara layanan, pemerintah dan masyarakat. Dengan banyaknya desakan dari 
masyarakat agar pemerintah melakukan perubahan, maka dari sisi pembangunan  
terjadi perubahan yaitu dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi 
merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, mulai dari kebijakan, perencanaan 
 
 
sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Selanjutnya 
dari sistem desentralisasi ini terlahir pula sistem otonomi daerah. 
Pelaksanaan otonomi daerah sendiri telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 
1999 yang kemudian dirubah dengan UU No 32 tahun 2004. Adanya Undang-
Undang mengenai otonomi daerah mengandung pengertian bahwa daerah diberi 
kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Dalam prakteknya sistem 
otonomi daerah akan memberi dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan publik, hal ini dikarenakan : 
a. Otonomi daerah akan memperpendek tingkatan atau jenjang hirarki 
pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan 
secara cepat; 
b Otonomi daerah akan memperbesar kewenangan dan keleluasaan daerah 
sehingga permintaan daerah kabupaten atau kota dapat merumuskan dan 
mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah 
dan tuntutan masyarakat; 
c Otonomi daerah akan memperdekat penyelenggara pemerintah dengan 
konstituennya sehingga penyelenggara pemerintah akan dapat merespon 
tuntutan masyarakat secara lebih tepat; 
d Kedekatan dengan konstituen tersebut juga akan meningkatkan tingkat 
akuntabilitas penyelenggara pemerintah karena masyarakat lebih dekat dan 
memiliki akses yang lebih besar untuk mengontrol jalannya pemerintahan.” 
(Ratminto dan Atik Septi Winarsih,2007: 189-190) 
 
 
Masyarakat Indonesia menghendaki didalam proses penyelenggaraan layanan,  
posisi masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra yang sejajar atau sebagai subjek. 
Aparatur dituntut untuk semakin menyadari fungsi dan peranannya sebagai abdi 
negara dan abdi masyarakat sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan 
pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan memuaskan sesuai dengan 
standarisasi pelayanan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya kemampuan 
pemerintah dalam hal memberikan pelayanan publik yang berkualitas masih jauh dari 
yang diharapkan. Salah satu contohnya adalah dalam hal pelayanan perizinan. 
Kualitas pelayanan yang kurang memadai dalam pelayanan perizinan pada umunya 
disebabkan oleh  proses yang panjang yang  terdiri dari berbagai level sehingga 
menyebabkan penyelesaian yang terlalu lama.  Panjangnya sistem yang harus dilalui 
dalam mengurus perizinan membuat banyaknya keluhan yang muncul dari 
masyarakat.  
Hal tersebut seperti terjadi dibandar Lampung. Rumitnya birokrasi 
pengurusan izin di Bandar Lampung tak hanya menjadi keluhan warga, tapi juga para 
pengusaha yang hendak menanamkan modalnya di Bandar Lampung. Sejak 1999, 
jumlah investasi baik oleh PMDN maupun PMA di Bandar Lampung terus 
mengalami penurunan. Dan puncaknya pada 2004--2006 Bandar Lampung 
mengalami zero growth alias tidak ada pertumbuhan investasi. Penurunan investasi di 
Bandar Lampung ini salah satunya disebabkan pelayanan publik yang rumit, 
khususnya dalam perizinan.(www.lampungpost.com cetak/cetak.php?id) 
 
 
Pemerintah Daerah Gunungkidul menyadari bahwa pemberian pelayanan 
yang optimal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Misi Pemerintah daerah 
sendiri adalah pengabdian kepada masyarakat, sedangkan tugas pemerintah adalah 
mencari cara untuk menentukan kebijakan untuk mensejahterakan warganya.  
Pemerintah Gunungkidul menunjukan komitmen mengenai upaya reformasi 
dalam bidang perizinan dan pelayanan umum yaitu dengan dibentuknya Kantor 
Pelayanan Terpadu (KPT). Pembentukan KPT berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. Lahirnya KPT di Gunungkidul berdasarkan Keputusan Bupati 
Gunungkidul No 02 tahun 2007 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum Pada Kantor 
Pelayanan Terpadu. 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul pada hakekatnya adalah 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam satu gedung. Sistem ini dijalani sebagai 
embrio terjadinya tranformasi dan akuntabilitas dalam pemberian layanan. 
Peningkatan akuntabilitas akan berdampak pada pelayanan yang lebih baik, murah 
dan cepat. Kelebihan inilah yang menjadi tujuan reformasi pada bidang pelayanan 
umum di Gunungkidul. 
Kantor Pelayanan Terpadu adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan pelayanan. KPT dipimpin oleh seorang kepala kantor dan 
bertanggung jawab kepada kepala daerah. Tujuan dari penciptaan program pelayanan 
terpadu adalah untuk mewujudkan pelayanan publik (terutama perizinan dan non 
perizinan)  yang berkualitas yang dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir, serta 
 
 
dapat tercipta pelayanan perizinan dan non perizinan  yang mudah, cepat, tepat, pasti 
dan transparan.  
· Mudah berarti proses pelayanan sederhana tidak berbelit-belit dan dapat 
dilakukan langsung tanpa perantara atau calo. 
· Cepat berarti efisien dalam waktu penyelesaian (batas penyelesaian 
ditentukan). 
· Tepat berarti jenis dan waktu pelayanan jelas. 
· Pasti berarti ada kepastian hukum dan keabsahanya waktu, biaya, dan 
tanggung jawab penyelesaian. 
· Transparan berarti terbuka dan adanya kejelasan persyaratan, prosedur dan 
biaya yang ditetapkan. 
Hal tersebut sesuai dengan Visi KPT yaitu terwujudkan pelayanan prima di 
bidang perizinan dan non perizinan. Walaupun keberadaan KPT hanya sebatas 
pemberian pelayanan secara administratif dan melaksanakan sistem koordinasi 
dengan dinas terkait tetapi keberadaan kantor ini strategis. Harapan agar dengan 
adanya kemudahan di dalam pengurusan perizinan ini investasi dari para investor 
yang masuk ke wilayah kabupaten Gunungkidul akan semakin signifikan. 
Sebelum dibentuk KPT pelayanan perizinan dan non perizinan ditangani 
langsung oleh masing-masing dinas yang terkait. Berikut realisasi pelayanan 
beberapa perizinan dan non perizinan sebelum adanya KPT  beserta instansi yang 
menanganinya. 
 
 
Tabel 1 
Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sebelum Adanya 
KPT Tahun 2006 
 
No Perizinan dan non perizinan Jumlah pemohon Intansi 
1 Akta umum 5.801 Kantor Catatan Sipil 
2 Akta terlambat 6.330 Kantor Catatan Sipil 
3 Izin HO 538 Disperindagkop 
4 Izin SIUP 327 Disperindagkop 
5 Izin Reklame 3 Dinas Pekerjaan Umum 
6 Izin TDI 66 Disperindagkop 
    Sumber: Diambil dari masing-masing dinas terkait 
Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2006 banyak 
masyarakat Gunungkidul yang mengurus perizinan maupun non perizinan, namun 
dikarenakan kepengurusannya belum terpadu (ditangani  masing-masing instansi) 
maka belum terjadi koordinasi yang baik dan masyarakat masih mengalami kesulitan.  
Melihat permasalahan tersebut, Bupati Gunungkidul membentuk KPT untuk 
mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan maupun non perizinan. 
Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 
Nomor 12 tahun 2008  bahwa KPT dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan 
peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan. Sebagai bagian dari 
 
 
unit kerja dilingkungan pemerintahan kabupaten Gunungkidul maka KPT harus 
menjalankan fungsi pelayanan dengan sebaik-baiknya.   
Berkaitan dengan tujuan serta tugas pelayanan yang harus dijalankan KPT di 
atas,   berikut penulis sajikan tabel realisasi pelayanan  perizinan periode tahun 2007 -
2008. 
Tabel 2 
Realisasi Pelayanan KPT Kab GunungKidul 
Periode Mei 2007-Desember 2008 
Jumlah Yang Dilayanai  
No 
 
Jenis Izin/Pelayanan 2007 
(Mei s.d desember) 
2008 
(Januari s.d Desember) 
1 Akte kelahiran dispensasi/terlambat 2570 5.860 
2 Akta kelahiran umum 2543 5.222 
3 HO / Izin ganguan 321 706 
4 SIUP  28 337 
5 TDI 38 67 
6 TDP 116 251 
7 IUI 2 0 
8 IUJK 17 60 
9 Izin pemasangan reklame 59 82 
10 Izin penelitian 194 300 
11 IMB 212 419 
12 Izin praktek Dokter  19 27 
13 Izin praktek bidan 22 9 
14 Izin praktek perawat - 2 
15 Izin pendirian apotek 2 9 
16 Izin pendirian rumah sakit - 2 
17 Izin pertambangan 8 0 
18 Izin trayek 68 230 
19 Izin pariwisata 1 17 
 JUMLAH 12.314 13.600 
Sumber: KPT kab Gunung kidul 
 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah 
masyarakat yang menggurus  perizinan dan non perizinan di KPT yaitu meningkat 
dari 12.314 pada tahun 2007 meningkat menjadi 13.600 pada tahun 2008. Dalam 
menilai suatu kualitas pelayanan dari suatu organisasi baik swasta maupun 
pemerintah tidak cukup melihat dari segi pencapaian jumlah pemohon pelayanan 
tetapi harus dengan menggunakan dimensi-dimensi dalam kualitas pelayanan. 
Dengan meningkatnya permohonan perizinan tersebut, maka KPT sendiri juga 
dituntut untuk melakukan peningkatan pelayanan perizinan. Hal ini mengingat bahwa 
semakin banyak orang yang harus dilayani oleh KPT, semakin kompleks pula 
permasalahan yang  harus dihadapi.  
Dengan melihat uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis ingin 
meneliti lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan KPT kabupaten Gunungkidul DIY.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka dapat 
dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :  
Bagaimanakah kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) 
Kabupaten Gunungkidul DIY ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Individual 
 
 
 Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan dalam memperoleh 
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi , Program Studi Ilmu 
Administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
2. Tujuan Operasional 
   Mengetahui gambaran tentang kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan 
Terpadu (KPT)  Kabupaten Gunungkidul DIY dalam pembuatan perizinan 
dan non perizinan . 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Memberi masukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten 
Gunungkidul untuk selalu memperhatikan pentingnya kualitas pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat. 
2. Bagi penulis penelitian ini merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan 
teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktek nyata untuk dapat 
menganalisis suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis. 
3. Dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah tersebut diatas. 
 
 
E. Tinjauan Pustaka 
A. Pengertian Kualitas 
 
 
Pengertian kualitas sendiri memiliki banyak definisi yang berbeda dan 
bervariasi, dari yang konvensional sampai yang lebih strategik. Definisi konvensional 
dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk 
seperti : performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam 
penggunaan  (user friendly), estetika (esthetics), dan sebagainya. Sedangkan definisi 
strategik dari kualitas adalah segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau 
kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers) (Gaspersz,  2005:4) 
Kualitas menurut Deming dalam M.N. Nasution (2001:16)  
“kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Apabila juran 
mendefinisikan Fitness for use dan Crosby sebagai conformance to 
requirenment, maka deming mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian 
dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar dapat 
memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang 
dihasilkan.”  
 
Definisi kualitas menurut Crosby dalam M.N. Nasution (2001:16)  
“kualitas adalah conformance to requirement, yaitu sesuai yang diisyaratkan 
dan distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan 
standar kualitas yang ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses 
produksi dan produk jadi.” 
 
Menurut American Society for Quality Control (dalam Lupiyoadi, 2001:144) 
mendefinisikan kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karekteristik 
dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. 
Menurut Garvin dalam M.N Nasution (2001:16) kualitas adalah suatu kondisi 
dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses dan tugas serta 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. 
 
 
Menurut Gasperz pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok 
sebagai berikut : 
· Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 
langsung (berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang diperoleh secara 
langsung dengan mengkonsumsi produk yang memiliki karakteristik unggul 
sepeti produk tanpa cacat, keterandalan (reliability), dan lain-lain, maupun 
keistimewaan atraktif (berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang diperoleh 
secara tidak langsung dengan mengkonsumsi produk tersebut) yang 
memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan 
atas penggunaan produk itu. 
· Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan dan kerusakan. 
Gaspersz menegaskan bahwa pada masa sekarang ini konsep kualitas lebih 
luas daripada konsep kualitas tradisional yang hanya berfokus kepada aktivitas 
inspeksi untuk mencegah lolosnya produk-produk cacat ke tangan pelanggan. 
Pengertian modern dari konsep kualitas adalah membangun sistem kualitas modern. 
Pada dasarnya, sistem kualitas modern dapat dicirikan oleh lima karakteristik berikut 
ini : 
1. Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan 
2. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin 
oleh manajemen puncak (top management) dalam proses peningkatan kualitas 
secara terus-menerus. 
 
 
3. Sistem kualitas modern dicirikan olah adanya pemahaman dari setiap orang 
terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas. 
4. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi pada 
tindakan pencegahan kerusakan, bukan berfokus pada upaya untuk 
mendeteksi kerusakan saja. 
5. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya suatu filosofi yang menganggap 
bahwa kualitas merupakan “jalan hidup” (way of life). (Gaspersz, 2005: 13-
14) 
Pada dasarnya sistem kualitas modern di bagi dalam tiga bagian, yaitu:  
1. Kualitas desain, mengacu pada aktivitas yang menjamin bahwa produk baru, 
atau produk yang dimodifikasi, didesain sedemikian rupa untuk memenuhi 
keinginan dan harapan pelanggan serta secara ekonomi layak untuk 
diproduksi atau dikerjakan. Dengan demikian kualitas desain adalah kualitas 
yang direncanakan. Kualitas desain itu akan menentukan spesifikasi produk 
dan merupakan dasar pembuatan keputusan yang berkaitan dengan segmen 
pasar, spesifikasi penggunaan, serta pelayanan purna jual. 
2. Kualitas konformasi, mengacu kepada pembuatan produk atau pemberian jasa 
pelayanan yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya pada 
tahap desain itu. Dengan demikian kualitas konformasi menunjukkan sejauh 
mana produk yang dIbuat memenuhi atau sesuai dengan spesifikasi produk. 
3. Kualitas pemasaran dan pelayanan purna jual, berkaitan dengan tingkat sejauh 
mana menggunakan produk itu memenuhi ketentuan-ketentuan dasar tentang 
pemasaran, pemeliharaan, dan pelayanan purna jual. (Gaspersz, 2005: 14-15) 
 
Dengan penjelasan mengenai pandangan modern mengenai konsep kualitas di 
atas tentu akan sangat berbeda sekali dengan pandangan tradisional dalam 
memandang konsep kualitas. Perbedaan pandangan Tradisional dan pandangan 
Modern mengenai konsep kualitas dijelaskan dalam tabel berikut ini. 
Tabel 3 
 
 
Tabel Pandangan Tradisional dan Modern Tentang Kualitas 
Pandangan Tradisional Pandangan Modern 
Memandang kualitas sebagai isu 
teknis 
Memandang kualitas sebagai isu bisnis 
Usaha perbaikan kualitas 
dikoordinasikan oleh manajer 
kualitas 
Usaha perbaikan kualitas diarahkan oleh 
manajemen puncak 
Memfokuskan kualitas pada fungsi 
atau departemen produksi 
Kualitas mencakup semua fungsi atau 
departemen dalam organisasi 
Produktivitas dan kualitas merupakan 
sasaran yang bertentangan 
Produktivitas dan kualitas merupakan 
sasaran yang bersesuaian, kerena hasil-hasil 
produktivitas dicapai melalui peningkatan 
atau perbaikan kualitas 
Kualitas didefinisikan sebagai 
konformasi (conformance) terhadap 
spesifikasi atau standar. 
Membandingkan produk terhadap 
spesifikasi 
Kualitas secara tepat didefinisikan sebagai 
persyaratan untuk memuaskan kebutuhan 
pengguna produk atau pelanggan 
(customers). Membandingkan produk 
terhadap kompetisi dan terhadap produk 
terbaik di pasar 
Kualitas diukur melalui derajat 
nonkonformasi (nonconformance) 
menggunakan ukuran-ukuran kualitas 
internal 
Kualitas diukur melalui perbaikan 
proses/produk dan kepuasan pengguna 
produk atau pelanggan secara terus-
menerus, dengan menggunakan ukuran-
ukuran kualitas berdasarkan pelanggan 
Kualitas dicapai melalui inspeksi 
secara intensif terhadap produk 
Kualitas ditentukan melalui desain produk 
dan dicapai melalui teknik pengendalian 
yang efektif, serta kepuasan selama masa 
pakai produk 
Beberapa kerusakan atau cacat 
diizinkan, jika produk telah 
memenuhi standar kualitas minimum 
Cacat atau kerusakan dicegah sejak awal 
melalui teknik pengendalian proses yang 
efektif 
 
Kualitas adalah fungsi terpisah dan 
berfokus pada evaluasi produksi 
Kualitas adalah bagian dari setiap fungsi 
dalam semua tahap dari siklus hidup produk 
 
 
 
Hubungan dengan pemasok bersifat 
jangka pendek dan berorientasi pada 
biaya  
 
Hubungan dengan pemasok bersifat jangka 
panjang dan berorientasi pada kualitass 
 
 
Pekerja dipermalukan apabila 
menghasilkan kualitas yang jelek 
Manajemen bertanggung jawab untuk 
kualitas 
Sumber: Gaspersz, 2005: 16 
Pengertian kualitas yang lain menurut Gaspersz diambil dari ISO 8402 dan 
konsep Q-MATCH (Gaspersz, 2005: 5). Dalam ISO 8402 (Quality Vocabulary), 
kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang 
menunjang kemampuannya untuk memuaskan  kebutuhan yang dispesifikasikan atau 
ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (customer 
satisfaction) atau konformasi terhadap kebutuhan atau persyaratan (conformance to 
the requirements). Disamping itu kualitas juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu 
yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus-
menerus yang dikenal dengan istilah: Q-MATCH (Quality = Meets Agreed Terms 
and Changes). 
Dari pengertian yang telah dikemukakan , Gaspersz menyimpulkan bahwa 
kualitas selalu berfokus pada pelanggan (customer focused quality). Dengan demikian 
produk-produk didesain, diproduksi, serta pelayanan diberikan untuk memenuhi 
keinginan pelanggan. Suatu produk yang baru dihasilkan dapat dikatakan berkualitas 
apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta 
diproduksi (dihasilkan) dengan cara yang baik dan benar. 
Davis Garvin dalam Zulian Zamit (2005:9) mendefinisikan lima pendekatan 
perspektif kualitas yaitu : 
1. Transcendental Approach 
 
 
Kualitas dalam pendekatan ini sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit 
didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. Defenisi seperti ini sangat 
sulit untuk dijadikan sebagi dasar perencanaan dalam manajemen kualitas. 
2. Product based Approach 
Kualitas dalam pendekatan ini adalah suatu karakteristik atau atrIbut yang 
dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam 
jumlah beberapa unsur atau atrIbut yang dimiliki produk). 
3. User-based Approach 
Kualitas dalam pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas 
tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling 
memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera merupakan produk 
yang berkualitas tinggi. 
4. Manufacturing-based Approach 
Kualitas dalam pendekatan ini adalah bersifat supply-based atau dari sudut 
pandang produsen mendefinisikan kualitas sebagi sesuatu yang sesuai dengan 
persyaratan dan prosedur. 
5. Value-based Approach 
Kualitas dalam pendekatan ini adalah memandang kualitas dari segi nilai dan 
harga. Oleh karena itu kualitas dalam pandangan ini bersifat relatif. 
Menurut Buddy Ibrahim (2000:1) kualitas adalah suatu strategi dasar bisnis 
yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan 
konsumen internal dan eksternal, secara ekplisif dan implisif. Strategi ini 
 
 
menggunakan seluruh kemampuan sumber daya manajemen, pengetahuan, 
kompetensi, teknologi, modal, peralatan, material, sistem dan manusia untuk 
menghasilkan barang atau jasa yang bernilai tambah bagi masyarakat serta 
memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. 
Menurut Buddy Ibrahim (2000:5) kualitas diperlukan disebabkan oleh 
beberapa hal antara lain 
a   Konsumen menjadi lebih canggih dalam selera dan pilihan; 
b Kompetisi persaingan menjadi lebih ketat dan canggih; 
c Kenaikan biaya, hanya dapat diatasi lewat perbaikan kualitas proses dan 
peningkatan produktifitas tanpa hentinya; 
d Krisis apapun bentuknya, apakah dari pihak pemasok, bank, teknologi, proses, 
pasar konsumen yang labil, moneter ataupun ekonomi makro dan mikro, anda 
harus siap menghadapi dan mengalami krisis apabila itu menjadi kenyataan. 
 
Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, 
namun dari beberapa definisi kualitas diatas terdapat beberapa kesamaan, yaitu dalam 
elemen sebagai berikut : 
· Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 
· Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 
Dari berbagai definisi yang diuraikan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa kualitas adalah suatu usaha untuk memenuhi harapan pelanggan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pasar. 
 
B. Pelayanan Publik 
 
 
Dalam konteks penyelenggaran pemerintahan di Indonesia istilah pelayanan 
publik memiliki kesamaan arti dengan pelayanan umum atau pelayanan kepada 
masyarakat. Sehingga ketiga istilah ini tidak memiliki perbedaan yang mendasar.  
Menurut Gronross dalam Ratminto (2007:2) mendefinisikan pelayanan 
sebagai berikut : 
 “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 
interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan 
oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan konsumen/pelanggan”  
Sementara Ivancevich dkk (dalam Ratminto 2007:2) mendefinisikan 
pelayanan sebagai berikut  “pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata 
(tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia untuk menggunakan 
peralatan.” 
Menurut Albrecht dalam Amin Ibrahim (2008:2) pelayanan dirumuskan 
sebagai “a total organizational approach that makes quality of service as perceived 
by the customer, the number one driving force for operation of the bussines.”  
Dari rumusan tersebut setidaknya ada integrasi dari tiga hal yang penting 
yakni : bahwa pelayanan itu pendekatan yang lengkap yang membuahkan kualitas 
pelayanan; kualitas pelayanan itu adalah persepsi pelanggan atau masyarakat 
bukannya persepsi dari pemberi layanan; pelayanan itu merupakan penggerak utama 
bagi operasionalisasi kegiatan bisnis (atau organisasi pemberi layanan apapun 
jenisnya) 
 
 
Secara garis besar pelayanan dibedakan menjadi dua yaitu pelayanan barang 
dan pelayanan jasa. Berikut ini adalah karakteristik pelayanan yang menjelaskan 
perbedaan antara pelayanan barang dan jasa. 
Tabel 4 
Perbedaan karakteristik antara barang dan jasa 
No BARANG JASA 
1 Sesuatu yang  berwujud Sesuatu yang tidak berwujud 
2 Satu jenis barang dapat berlaku 
untuk banyak orang (homogen) 
Satu bentuk pelayanan kepada 
sesorang belum tentu sesuai/sama 
dengan bentuk jasa pelayanan 
kepada orang lain (heterogen) 
3 Proses produksi dan distrIbusinya 
terpisah dengan proses konsumsi 
Proses produksi dan distrIbusi 
pelayanan berlangsung bersamaan 
pada saat dikonsumsi 
4 Berupa barang/benda Berupa proses/kegiatan 
5 Nilai utamanya dihasilkan 
diperusahaan 
Nilai utamanya dihasilkan dalam 
proses interaksi antara penjual dan 
pembeli 
6 Pembeli pada umunya tidak 
terlihat dalam proses produksi 
Pembeli terlihat dalam proses 
produksi 
7 Dapat disimpan sebagi persediaan Tidak dapat disimpan 
8 Dapat terjadi perpindahan 
kepemilikan 
Tidak ada perpindahan 
kepemilikan 
Sumber: Gronross dalam Ibrahim 
Menurut Savas dalam Amin Ibrahim (2008:7-8) barang dan jasa yang 
dibutuhkan masyarakat dan individu dapat dikategorikan lebih lanjut berdasarkan 
konsep “pengecualian = exclusion” dan berdasarkan konsep ‘konsumsi = 
Consumption” seperti terlihat dalam tabel dibawah ini; 
 
 
Tabel 5 
Pengelompokan barang dan jasa berdasarkan konsep (ciri dasar) 
pengecualian dan konsumsinya 
KONSUMSI PENGECUALIAN 
KONSUMSI 
INDIVIDUAL 
KONSUMSI 
KOLEKTIF 
Mudah mencegah orang 
lain untuk menikmati 
Barang privat Barng semi publik 
Sulit mencegah orang 
lain untuk menikmati 
Barang semi privat Barang publik 
 Sumber: Savas dalam Ibrahim 
· Barang privat 
 Barang dan jasa jenis ini dikonsumsi secara individual dan tidak 
dapat diperoleh oleh si pemakai tanpa persetujuan pemasoknya. Bentuk 
persetujuan biasanya dilakukan dengan penetapan dan negosiasi harga 
tertentu, serta transaksi pembelian. Contoh makanan, pakaian. 
· Barang semi privat 
Barang dan jasa jenis ini dikonsumsi secara individual, namun sulit 
mencegah siapapun untuk memperolehnya meskipun mereka tidak mau 
membayar, atau biasa disebut juga sebagi barang semi privat. Contoh dari 
barang semi privat ini adalah pembelian radio ketika dinyalakan, si 
pemilik tidak dapat mencegah orang lain untuk tidak ikut mendengarkan. 
· Barang semi publik 
 
 
Barang dan jasa ini umumnya digunakan secara besama-sama, 
namun si pengguna harus membayar dan mereka tidak dapat atau mau 
membayar dapat dengan mudah dicegah dari kemungkinan menikmati 
barang tersebut. Semakin sulit atau mahal mencegah seorang konsumen 
potensial dari pemanfaatan toll goods semakin serupa barang tersebut 
dengan ciri barang publik (Collective Goods). Atau biasa disebut juga 
dengan barang semi publik. Misal: jalan toll, jembatan timbang. 
· Barang publik 
 Barang dan jasa ini umumnya digunakan secara bersama-sama dan 
tidak mungkin mencegah siapapun unuk menggunakanya, sehingga 
masyarakat (pengguna) pada umumnya tidak bersedia membayar 
berapapun tanpa dipaksa untuk memperoleh barang ini. Misal; jalan raya, 
jembatan. 
Dari keempat pengelompokan barang tersebut, penyediaan jenis barang privat 
dan semi privat, dapat murni dilakukan oleh swasta. Sedangkan penyediaan barang 
semi publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Khusus untuk 
penyedian barang publik haruslah oleh pemerintah.  
Sementara istilah publik menurut Random house dalam  Amin Ibrahim 
(2008:15) publik = public, 
1. Pertaining to, or affecting a population or a company as a whole; 
2. Open to all person; 
3. Owned by a community; 
 
 
4. Performed on behalf of a community; 
5. Serving a community as an official; 
Dari berbagi rumusan diatas terlihat bahwa istilah “publik” sangat tergantung 
pada konteksnya, dapat berarti pemerintahan, dapat pula segala sesuatu yang 
menyangkut kepentingan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. 
Menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 pengertian publik adalah 
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pengertian pelayanan publik menurut Lijan Poltak Sinambela (2006:5) adalah 
 “Pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara 
Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan 
agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara 
dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual 
akan tetapi berbagai kebutuhan sesungguhnya diharapkan masyarakat, 
misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.”  
Pada prinsipnya pelayanan publik berbeda dengan pelayanan swasta. Secara 
garis besar dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
Tabel 6 
Perbedaan karakteristik antara penyediaan pelayanan publik oleh 
pemerintah dan penyediaan layanan publik oleh sektor swasta 
No PENYEDIAAN PELAYANAN 
PUBLIK OLEH 
PEMERINTAH 
PENYEDIAAN PELAYANAN 
PUBLIK OLEH SEKTOR 
SWASTA 
1 Memiki dasar hukum yang jelas 
dalam penyelenggaranya 
Didasarkan pada kebijakan dewan 
direksi (board of directors) 
 
 
2 Memiliki kelompok kepentingan 
yang luas (wide stakeholders) 
Terfokus pada pemegang saham 
(shareholders) 
3 Memiliki tujuan sosial (sebagai 
pelayan masyarakat 
Memiliki tujan-tujuan mencari 
keuntungan  
4 Dituntut akuntabel kepada 
publik  
Akuntabel pada kalangan terbatas 
(limited shareholders) 
5 Indikator kinerja lugas Kineranya ditentukan atas dasar 
kinerja manajemen atau finansial 
6 Seringkali menjai sasaran isu 
politik. 
Tidak terlalu terkait dengan isu 
politik 
7 Masalah yang dihadapi bersifat 
kompleks atau multidimensi 
Tidak terlalu bersifat kompleks 
8 Sulit menentukan atau mengukur 
kualitas pelayanan yang 
diberikan 
Relatif lebih mudah 
9 Tidak mengenal bangkrut 
(bottom line) seburuk apapun 
pelayananya. 
Mengenal dan riskan terhadap 
bottom  line, pelayanan yang buruk 
langsung berakibat fatal pada 
perusahaan 
10 Lemah dalam memecahkan 
masalah yang bersifat internal 
(sulit mencegah kepentingan 
stakeholders internal) 
Sangat berpengaruh masalah-
masalah eksternal dan lingkungan 
strategis yang berlaku. 
Sumber: Anwar Suprijadi dalam Amin 
Pelayanan perizinan yang diberikan oleh KPT Kab Gunungkidul adalah 
berkaitan dengan kepentingan umum. Pelayanan umum yang dimaksud dalam 
penelitian ini amat terkait dengan pelayanan jasa bidang perizinan. Pengertian dari 
pelayanan umum sendiri adalah  Menurut Amin Ibrahim (2008:15) pelayanan umum 
adalah : 
“Segala bentuk kegiatan pelayanan kepada umum yang dilaksanakan oleh 
Instansi Pemerintah Pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN maupun 
BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peratuan perundang-undangan. 
 
 
 
Dalam persoalan mendapatkan pelayanan, dapat dinyatakan bahwa hak ini 
berlaku kepada siapapun, baik ia anggota organisasi yang berkewajiban melayani atau 
orang luar yang  bukan anggota organisasi itu. Jadi hak atas pelayanan ini sifatnya 
universal berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu dan oleh 
organisasi apapun juga dimana tugas pokoknya adalah dalam menyelenggarakan 
pelayanan. Maka perwujudan pelayanan yang didambakan oleh masyarakat dapat 
dituangkan dalam model pelayanan sukses yang dikemukakan oleh Devry dalam 
Amin Ibrahim (2008:79-80) yang mengandung 7 strategi yaitu : 
· Harga diri (self esteem) yang berarti pelayanan bukan berarti “tunduk”, 
dinilai dari kepemimpinanya dan keteladanan, menentapkan tugas 
pelayanan yang menjangkau masa depan (futurist). 
· Memenuhi harapan (exceed expectation) dengan ciri-ciri antara lain : 
penyesuaian standar pelayanan dengan sesuai tuntutan zaman, 
pemahaman terhadap keinginan pelanggan yang selalu berubah-ubah. 
· Pembenahan dan pemenuhan kembali berbagai hal. Keluhan pelanggan 
harus dianggap sebagai tantangan, mengatasinya, mengumpulkan 
informasi tentang perkembangan keinginan pelanggan. 
· Pandangan kedepan (vision). Membayangkan perencanaan ideal bagi 
masa depan, pemanfaatan teknologi semaksimal mungkin, serta 
memberikan pelayanan yang sesuai tuntutan masa depan. 
 
 
· Perbaikan terus-menerus (improving). Perbaikan tanpa henti (kreatif) 
investasi SDM secra berlanjut (diklat, learning organization, 
benchmarking dan lainya). 
· Penuh perhatian (care, empati). Sistem pelayanan yang merefleksikan 
kepuasan pelanggan, selalu menjaga citra positif dan kualitas prima. 
· Akhirnya selalu melakukan pemberdayaan (empowerment). 
Memberdayakan terus-menerus, memberikan rangsangan pengakuan dan 
penghargaan yang tulus. 
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaran Pelayanan Publik, 
pengelompokan pelayanan publik secara garis besar adalah sebagai berikut: 
· Pelayanan administratif 
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagi bentuk dokumen resmi yang 
dibutuhkan oleh publik atau masyarakat misalnya status kewarganegaran, 
sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu 
barang. 
· Pelayanan barang 
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang 
dibutuhkan oleh masyarakat misalnya jaringan listrik, telepon dan 
sebagainya. 
· Pelayanan jasa. 
 
 
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang 
dibutuhkan    masyarakat misalnya pendidikan, kesehatan, jasa angkutan 
dan sejenisnya. 
Pola pengelolan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menpan 
No63/KEP/M.PAN/7/2003 dikelompokan menjadi: 
· Bersifat fungsional : ialah pola pelayanan publik oleh penyelenggara 
pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenanganya. 
· Bersifat terpusat : pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal 
oleh penyelenggara pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang 
penyelenggara pelayanan terkait lainya yang bersangkutan. 
· Terpadu: (a) Terpadu satu atap; diselenggarakan dalam tempat meliputi 
berbagi jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan 
dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan ini sudah 
dekat dengan masyarakat tidak perlu disatuatapkan; (b) Terpadu satu 
pintu: diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagi jenis 
pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu 
pintu. 
Terkait dengan jenis pelayanan jasa yang dilakukan KPT. Model pelayanan 
yang digunakan adalah adalah model pelayanan terpadu. Adapun tujuan 
penyelangaraan Pelayanan Terpadu menurut Permendagri No 24 tahun 2006 adalah : 
a Meningkatkan kualitas layanan publik; 
 
 
b Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan; 
Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah: 
a Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti 
dan terjangkau; 
b Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik; 
Di dalam Pelayanan Terpadu terdapat penyederhanaan penyelenggaraan 
pelayanan antara lain: 
a Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukakan oleh 
KPT; 
b Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu 
yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; 
c Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam peraturan daerah; 
d Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan 
proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan 
prosedurnya; 
e Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua 
atau lebih permohonan perizinan; 
f Pembebasan biaya bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ingin 
memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 
 
 
g Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam 
kaitanya dengan penyelenggaran pelayanan. 
Adapun konsep pelayanan terpadu diatas merupakan salah satu contoh 
penerapan dari konsep Rekayasa Ulang Proses Bisnis (Bussiness Process 
Reengeneering = BPR) dan Reinventing Government. 
Rekayasa Ulang Proses Bisnis sangat diperlukan dalam organisasi baik yang 
bergerak dalam bidang pelayanan publik maupun swasta guna meningkatkan kualitas 
produk dan jasa. Rekayasa ulang proses bisnis (Bussiness Process Reengeneering = 
BPR) merupakan simplikasi dari proses bisnis untuk memenuhi permintaan 
kontemporer dari konsumen akan kualitas produk, pelayanan, fleksibilitas dan ongkos 
yang rendah. Dalam BPR proses bisnis dIbuat menjadi sederhana dengan dengan 
jalan kompresi tanggung jawab perusahaan kepada integrated customer service 
representative. Unit ini menyusun keseluruhan proses dan melayani sebagai titik 
tunggal kontak dengan pelayanan.  
Menurut Hammer dan champy dalam Vincent Gasperz (2005:102) 
mengemukakan beberapa karakteristik dari rekayasa ulang bisnis antara lain: 
· BPR mengintegrasikan dan memadatkan beberapa tugas atau 
perampingan pekerjaan tertentu menjadi satu. 
· BPR memungkinkan adanya beragam versi produk dalam proses yang 
sama untuk memenuhi permintaan pelanggan yang selalu berubah, 
mengantisipasi perubahan dan bermacam-macam pasar. 
 
 
· BPR membentuk langkah-langkah kerja dalam proses dengan mengikuti 
susunan natural sesuai kebutuhan. 
· BPR memungkinkan relokasi pekerjaan melewati batas batas 
organisasional untuk meningkatkan performansi proses secara 
keseluruhan.  
· BPR mengurangi pemeriksaan dan pengawasan karena pemeriksaan dan 
pengawasan dianggap sebagai aktivitas yang tidak memberikan nilai 
tambah (nonvalue-adding activity) 
· BPR menetapkan titik kontak tunggal untuk pelanggan (single point of 
contact for customer), dengan menetapkan seseorang atau suatu tim 
kecil yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dan 
menyelesaikan masalah dari pelanggan. 
· BPR meminimumkan rekonsiliasi, karena rekonsiliasi dianggap sebagai 
aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah (nonvalue-adding activity) 
hal ini dilakukan dengan mengurangi banyaknya titik control eksternal  
yang ada dalam proses itu. 
· BPR memiliki kemampuan mengkombinasikan keuntungan dari 
sentralisasi dan desentralisasi dari proses yang sama. 
Dalam BPR sendiri peranan pengembangan sumber daya manusia mendapat 
perhatian penting hal tersebut dilakukan guna membentuk lingkungan yang kondusif 
guna terciptanya sikap pekerja untuk bekerjasama, pemberdayaan serta manfaat 
lainya, sehingga akan menjamin terpenuhinya kepuasan total bagi pengguna layanan. 
 
 
Dalam menilai kualitas jasa berbeda dengan menilai kualitas barang atau 
produk. Untuk menilai kualitas jasa lebih sulit dibandingkan dengan menilai barang. 
Menurut Fandy Tjiptono (2001:59) “ kualitas jasa sendiri berpusat pada upaya 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya 
untuk mengimbangi harapan pelanggan.” Menurut Kotler dalam Farida Jasfar 
(2008:48) “kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 
persepsi konsumen.” Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah 
berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan 
pada sudut pandang atau persepsi konsumen. Persepsi konsumen terhadap kualitas 
jasa merupakan penilaian  menyeluruh atas keunggulan suatu jasa dari sudut pandang 
konsumen. Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam Tangkilisan (2005:216) 
“kualitas jasa  telah dikonseptualisasikan sebagai perbedaan antara harapan pelanggan 
dan kinerja aktual dari penyedia jasa.” Masih dalam Tangkilisan (2005:216), Hart 
mendefinisikan “kualitas suatu jasa adalah perbedaan antara jasa yang disediakan  
dan yang diharapkan pelanggan.” Sementara menurut Farida Jasfar (2008:49) 
“kepuasan konsumen terhadap sutu jasa adalah perbandingan antara persepsinya 
terhadap jasa yang diterima dengan harapanya sebelum menggunakan jasa tersebut.” 
Apabila harapan terlampui, berarti jasa tersebut telah memberikan suatu kualitas yang 
luar biasa dan juga akan menimbulkan kepuasan yang sangat tinggi (very satisfy). 
Sebaliknya, apabila harapan itu tidak tercapai, maka diartikan kualitas jasa tersebut 
tidak memenuhi apa yang diingingkan oleh masyarakat. Sedangkan jika harapanya 
sama dengan apa yang ia peroleh berarti konsumen itu puas (satisfy).   
 
 
Menurut Amin Ibrahim (2008:71) kepuasan pelanggan dalam konteks 
pelayanan publik yang prima antara lain meliputi : 
· Selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan 
memperhatikan aspek-aspek : komunikasi yang baik, suasana psikologis 
dan perilaku melayani. 
· Selalu berupaya menciptakan citra positif dimata masyarakat yang dilayani. 
· Membuat pihak yang dilayani merasa diperhatikan. 
· Menyeleraskan antara apa yang dikatakan dengan cara mengatakanya dan 
dengan perbuatan yang nyata. 
· Mengenal dengan baik pihak-pihak yang dilayani. 
Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam Tjiptono ( 2001: 59-60)  ada 
dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service (jasa yang 
diharapkan) dan perceived service (jasa yang diterima). Apabila jasa atau pelayanan 
yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan 
(expected service), maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa 
atau pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa 
dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya jika jasa atau pelayanan yang 
diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan 
buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas tergantung pada kemampuan 
penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.  
Menurut The International Journal of an Emerging Transdiscipline Volume 
12, 2009. Measuring IS System Service Quality with SERVQUAL: Users’ Perceptions 
 
 
of Relative Importance of the Five SERVPERF Dimensions yang ditulis oleh Hollis 
Landrum 
“Service quality is a major influence on customer satisfaction as customers 
buy products or services and on whether they continue to do so. As a result, 
accurate and reliable instruments that assess service quality are of interest to 
companies whose revenues come in whole or part from service delivery. 
Currently the most popular and ubiquitous service quality instrument is 
SERVQUAL. SERVQUAL is based on the proposition that service quality 
can be measured as the gap between the service that customers expect and the 
performance they perceive to have received. Respondents rate their 
expectations of service from an excellent organization, and then rate the 
performance they perceive they received from a specific organization.” 
 
Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan kualitas pelayanan adalah pengaruh 
terbesar kepuasan pelanggan ketika mereka membeli produk atau jasa dan apakah 
mereka bersedia meneruskan pembelian tersebut atau tidak. Sebagai hasilnya, 
instrument yang akurat dan dapat dipercaya untuk menilai kualitas pelayanan adalah 
kepentingan perusahaan, yang penghasilannya sebagian besar datang dari layanan 
antar. Akhirnya instrument kualitas pelayanan yang paling sering digunakan dan 
tersebar luas adalah SERVQUAL. SERVQUAL didasarkan pada proposisi dimana 
kualitas pelayanannya dapat diukur sebagai kesesuaian antara pelayanan yang 
diharapkan pelanggan dengan realitas pelayanan yang mereka terima. Penilaian 
masyarakat mengenai pelayanan yang diharapkan dari sebuah organisasi yang terbaik 
dan kemudian mereka dapat menilai pelayanan yang diharapkan dapat diterima dari 
sebuah organisasi khusus. 
 
 
Untuk menilai suatu kualitas pelayanan tentunya perlu adanya dimensi yang 
digunakan. Menurut Parasuraman dalam Farida Jasfar (2008:51) ada lima dimensi 
untuk menilai kualitas pelayanan antara lain : 
1. Bukti langsung (tangibles) tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan 
sarana komunikasi dan lain-lain yang harus ada dalam proses jasa. Penilaian 
terhadap dimensi ini dapat diperluas dalam bentuk hubungan dengan 
konsumen lain pengguna jasa. 
2. Kehandalan (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 
dijanjikan dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk dipercaya 
(dependably), terutama memberikan jasa secara tepat waktu (ontime), dengan 
cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa 
melakukan kesalahan setiap kali. 
3. Daya tanggap (responsiveness) yaitu kemauan dan keinginan para karyawan 
untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen.  
4. Jaminan (assurance) yaitu meliputi  pengetahuan, kemampuan, ramah, 
sopan, dam sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan 
sifat keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari resiko. 
5. Empati (empathy), sikap kontak personel maupun perusahaan untuk 
memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang baik, 
perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan. 
 
 
Menurut jurnal yang ditulis Noore Alam Siddiquee yang berjudul “Public 
service innovations, policy transfer and governance in the Asia-Pacific region: The 
Malaysian experience”. JOAAG, Vol. 2. No. 1 tahun 2007 
“Thus administrative innovations and policy learning and/or transfers have 
been a key feature of drives for upgrading the quality of governance in both 
developed and developing countries. In recent years, such drives seem to have 
received fresh impetus especially since the advent of the New Public 
Management (NPM) as a model of public sector governance. The NPM refers 
to a range of reforms in the public sector aimed at making it more efficient, 
economic and effective. At the heart of these reforms is the shift from 
government by control to government by contract, which typically involves 
the introduction of market logic in the government, changes in organizational 
structures and redefinition of the government’s roles and functions in the 
society.” 
 
Yang artinya sebagai berikut inovasi-inovasi administratif dan pembelajaran 
dan atau pergantian kebijakan telah menjadi karakteristik utama dalam upaya 
peningkatkan kualitas pemerintahan, baik itu di negara yang sedang berkembang 
maupun yang telah berkembang. Belakangan ini, upaya tersebut memberikan 
dorongan baru terutama sejak adanya New Public Management (NPM) sebagai 
sebuah model dalam sector pemerintahan publik. NPM merupakan salah satu metode 
dalam pelayanan publik yang mengacu pada perbaikan di sektor pelayanan umum 
yang lebih ekonomis, efektif dan efisien. Sebagai inti dari reformasi ini adalah 
pergeseran dari kontrol pemerintah menjadi kontrak pemerintah, yang secara khusus 
melibatkan pengenalan pemikiran dalam pemerintahan, perubahan struktur organisasi 
dan pendefinisian ulang aturan dan fungsi pemerintah dalam masyarakat sosial.   
Dan akhirnya di tahun 2003 muncul pula paradigma baru yaitu New Publik 
Service oleh J.V. Denhard dan R.B. Denhard, yang keduanya menyarankan untuk 
 
 
meninggalkan prinsip administrasi klasik, dan reinventing government atau new 
publik manajemen  dan beralih pada new public service. Menurut mereka administrasi 
publik harus : 
1. Melayani warga negara bukan pelanggan (serve citizen not customer) 
2. Mengutamakan kepentingan publik (seek the publik interest) 
3. Lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan (value citizenship 
over entrepreneurship) 
4. Menyadari bahwa suatu akuntabilitas bukan merupakan suatu hal yang 
mudah (recognize that accountability is not simple) 
5. Melayani daripada mengendalikan (serve rather than steer) 
6. Menghargai orang bukan produktifitas semata (value people, not just 
productivity). Yeremias T keban (2004:35). 
Semua paradigma yang ada menunjukan bahwa terjadi perubahan orientasi 
administrasi publik yang begitu cepat. Hal ini sekaligus juga menjadi sebuah bukti 
adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dari waktu ke waktu. 
Pada dasarnya tujuan dari suatu pelayanan publik adalah memuaskan 
pelanggan dalam hal ini adalah masyarakat pengguna layanan. Agar tercipta layanan 
publik yang yang berorientasi pelanggan dituntut kualitas pelayanan prima yang 
tercermin dari: 
a   Tranparansi, pelanggan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 
semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 
mudah dimengerti; 
 
 
b Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawaban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
pemberi dan penerima pelayaan dengan tetap perpegang pada prinsip 
efisiensi dan efektifitas; 
d Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan dan harapan masyarakat; 
e Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 
dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 
lain-lain; 
f Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan 
publik (Lijan Poltak Sinambela, 2006:6). 
Pemerintah sebagai penyedia layanan mempunyai tanggung jawab untuk 
memberikan pelayanan yang berkualitas. Aparat penyelenggara layanan memegang 
peranan yang penting dalam pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat 
sehingga aparat dituntut untuk semakin antisipatif, kompetitif serta menggunakan 
standar dalam pemberian pelayanan. 
 
 
 
 
3. Kualitas Pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten 
Gunungkidul 
Kualitas pelayanan di KPT Gunungkidul merupakan suatu usaha untuk 
memenuhi harapan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa perizinan dan non-
perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke 
tahap penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Dengan 
konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas front 
office saja. 
Pelayanan merupakan bentuk pengabdian negara kepada warga. Pelayanan 
yang berkualitas menjadi sesuatu yang mutlak terlebih dengan semakin kompleknya 
kehidupan masyarakat. Adapun penyelenggaraan KPT pada dasarnya ditujukan untuk 
menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk : 
a Mempercepat waktu mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang 
kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh 
terhadap percepatan layanan perizinan.  
b Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, 
pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur 
pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.  
c Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan 
mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan 
persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan 
penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap 
pengurangan biaya dan waktu.  
 
 
Dengan dibentuknya KPT yang berpegang pada prinsip pelayanan prima 
maka dapat diperoleh pelayanan yang sederhana, jelas, transparan, efisien, ekonomis, 
adil dan tepat waktu. 
F. Kerangka Pikir 
Dari berbagai paparan tentang konsep-konsep yang menjadi kajian dalam 
penelitian ini, maka selanjutnya dIbuat suatu kerangka pikir yang menjadi arah dan 
pedoman dalam pelaksanaan penelitian.  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, murah, tepat dan 
transparan. Selain hal tersebut penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh besarnya 
jumlah masyarakat Gunungkidul yang mengurus perizinan dan non perizinan 
sebelum adanya KPT. Kedua hal tersebut juga menjadi suatu tantangan bagi 
pemerintah Gunungkidul untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat. Menanggapi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 
membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Pembentukan KPT di Gunungkidul 
berdasarkan Keputusan bupati Gunungkidul No 02 tahun 2007 tentang Tata Laksana 
Pelayanan Umum Pada Kantor Pelayanan Terpadu.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan 
KPT Gunungkidul kepada masyarakat. Kajian tentang kualitas pelayanan dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara menggali informasi dari masyarakat mengenai 
bagaimana pelayanan yang telah diterima selama menggurus perizinan maupun non 
perizinan di KPT. Kemudian untuk memudahkan masyarakat dalam mendeskripsikan 
 
 
mengenai pelayanan yang mereka terima. Peneliti mengklasifikasikan penilaian 
tentang kualitas pelayanan kedalam 5 kriteria  yaitu (1) Tangibles, (2) Reliability, (3) 
Responsiveness, (4) Assurance, dan (5) Empathy. 
Kerangka pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana 
tergambar di bawah ini. 
Gambar: 1 
Kerangka Berfikir 
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G. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan kondisi objek serta 
permasalahan yang ditemui. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh orang dan 
tingkah laku yang diamati. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) 
Kabupaten Gunungkidul yang terletak di Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari 
Gunungkidul. Pengambilan lokasi ini mempunyai beberapa alasan antara lain : 
a. Adanya kemudahan dan ketersedian data di KPT Gunungkidul yang 
dapat mendukung kelancaran penelitian.  
b. KPT merupakan 1 dari 7 unit pelayanan yang ditetapkan sebagai 
proyek percontohon guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.   
3. Sumber data 
Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu 
penelitian dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan berasal dari: 
a Narasumber  
 Dalam penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara 
langsung. Penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait 
dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di KPT. Adapun yang 
 
 
menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah  adalah Pegawai KPT serta 
masyarakat yang sedang menggurus dokumen di KPT. 
b Peristiwa atau aktifitas. 
 Aktifitas atau peristiwa yang terjadi selama penelitian berlangsung 
dapat juga dijadikan sebagai data, sebab aktivitas tersebut mencerminkan 
kondisi yang senyatanya yang terjadi di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). 
c Dokumen  
 Dokumen atau arsip yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
berbagai literatur - literatur baik dari buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah 
yang berkaitan dengan kualitas pelayanan KPT. Selain itu dapat juga 
diperoleh tambahan data dari arsip yang dimiliki oleh KPT mengenai 
pelayanan perizinan dan non perizinan. 
4. Teknik Cuplikan 
Teknik cuplikan berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis 
sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam teknik ini peneliti 
cenderung untuk memilih informan yang dianggap kompeten dan mengetahui 
informasi serta permasalahan secara mendalam. Dalam penelitian ini adapun 
yang menjadi narasumber adalah para pegawai Kantor Pelayanan Terpadu 
(KPT) Kabupaten Gunungkidul  yang dianggap tahu mengenai penelitian ini 
yaitu antara lain : 
a) Kepala KPT Kabupaten Gunungkidul 
b) Kasub Bag TU 
 
 
c) Kasi Data dan evaluasi 
d) Kasi Pelayanan 
e) Pemohon perizinan dan non perizinan 
5. Teknik Pengumpulan Data 
  Penelitian ini menggunakan beberapa teknik penggumpulan data yang 
digunakan secara sekaligus, dimana masing-masing teknik saling melengkapi 
antara satu dengan yang lain, adapun teknik penggumpulan data yang 
digunakan antara lain : 
a. Wawancara 
Peneliti mengadakan komunikasi secara langsung kepada 
informan dalam hal ini pegawai KPT dan masyarakat pengguna layanan.     
Wawancara ini dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat guna 
mendapatkan kejelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualitas 
pelayanan yang diberikan KPT kepada masyarakat. Wawancara dilakukan 
dengan menggunakan pedoman wawancara yang yang telah ditentukan. 
b. Observasi 
Peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk 
mengetahui keadaan sebenarnya dari obyek penelitian. Dalam penelitian 
ini peneliti mengamati bagaimana proses pelayanan penerbitan perizinan 
dan non perizinan serta kondisi fasilitas pelayanan yang ada di KPT 
 
 
 
 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi  merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang isinya 
relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dokumentasi  
merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip, 
dan memaknai dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. 
Dalam penelitian ini dokumen yang dipakai tentunya yang berhubungan 
dengan kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten 
Gunungkidul. Sebagai contoh dokumen mengenai jumlah realisasi 
pelayanan perizinan dan non perizinan sebelum dan setelah ada KPT.  
6. Validitas Data 
Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat 
kebenaran atau tidak maka diadakan pengolahan data yang disebut validitas 
data. Validitas akan membuktikan apakah data yang diperoleh sesuai dengan 
apa yang ada dilapangan atau tidak. Untuk menjamin validitas data yang 
dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data atau 
triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu pemanfaatan jenis sumber data 
yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Peneliti bisa 
memperoleh informasi dari informan yang berbeda-beda posisinya 
(masyarakat dan pegawai KPT) dengan teknik wawancara mendalam, 
sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap. Teknik trianggulasi sumber 
yang lain dapat dilakukan dengan menggali informasi dari sumber yang 
 
 
berupa dokumen dan arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data 
yang dimaksud, serta observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti 
secara langsung. Dengan demikian, data bisa teruji kemantapan dan 
kebenarannya. 
7. Teknik Analisa Data 
  Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan model analisa interaktif. Ada tiga komponen dalam model 
analisa interaktif yaitu: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan dan abstraksi dari fieldnote. Proses ini berlangsung terus 
sepanjang pelaksanaan penulisan, yang dimulai dari sebelum 
pengumpulan data dilakukan. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan suatu kumpulan informasi yang 
tersusun dan memungkinkan adanya pengambilan tindakan dan penarikan 
kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Tujuan penyajian data adalah 
untuk dapat mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk 
mengerjakan suatu analisa. Penyajian data dapat berupa suatu cerita, 
kalimat, tabel ataupun grafik, yang diharapkan mampu memberikan 
penjelasan terhadap apa yang diteliti oleh penulis. 
 
 
 
3. Menarik Kesimpulan 
Pada permulaan pengumpulan data, dapat dilakukan pernyataan 
dan analisa yang mungkin terjadi, kemudian disusun sebab dan akibat 
yang mungkin dapat muncul, serta proposisi untuk memberikan 
pengertian mengenai arti dari hal-hal yang ditemui di lapangan kemudian 
dapat ditarik suatu kesimpulan. 
 
Gambar 2 
Skema Komponen Analisis Data Model Interaktif 
(Sutopo, 2006:120) 
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BAB II 
DESKRIPSI LOKASI 
 
A. Keadaan dan Letak Geografis Kabupaten Gunungkidul. 
Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari 4 kabupaten di 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak 39 Km sebelah tenggara kota 
Yogyakarta. Secara geografis terletak antara 110 O  21-110 o 50 bujur Timur dan 7o 
46-8o 09 Lintang selatan dengan Ibukota Wonosari, terdiri dari 18 kecamatan dan 
144 desa. 
Wilayah kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan : 
a Sebelah barat dengan kabupaten Sleman dan bantul. 
b Sebelah Utara dengan Kabupaten klaten dan sukaharjo. 
c Sebelah Timur dengan Kabupaten Wonogiri. 
d Sebelah selatan dengan Samudra Hindia. 
 
B. Dasar Pembentukan KPT 
Adanya Undang-Undang mengenai otonomi daerah memberikan 
kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri terutama 
penyelenggaran pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan yang 
berkualitas diperlukan usaha untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih, 
cepat, tepat dan efisien guna mempersingkat waktu dalam pembuatan dokumen 
perizinan dan non perizinan.  
 
 
Mengenai hal tersebut perlu dibentuk suatu lembaga perizinan yang dapat 
mengakomodir semua kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat yang 
berkaitan dengan penggurusan dokumen perizinan dan non perizinan. Maka 
dibentuklah suatu lembaga yang mengurusi pelayanan perizinan dan non 
perizinan yaitu dengan nama Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Landasan 
pembentukan KPT Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Bupati 
Gunungkidul No 02 tahun 2007 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum pada 
Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu .KPT Kabupaten 
Gunungkidul sempat 2 kali berganti nama yang pertama bernama Kantor 
Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPTS) kemudian berubah 
menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Perubahan nama tersebut mengacu 
pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 12 tahun 2008 pembentukan, 
susunan organisasi, kedudukan, dan tugas lembaga teknis daerah. Melalui KPT 
ini diharapkan pelayanan publik dapat semakin cepat, efektif dan jelas. Kebijakan 
ini diambil sebagai perwujudan perubahan paradigma pelayanan publik dari 
semula yang berorientasi pemerintah sebagai penyedia jasa layanan menjadi 
pelayanan yang berorientasi pada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. 
Kantor Pelayanan Terpadu sendiri terletak di Jl. Brigjen Katamso No 1 Wonosari, 
Yogyakarta Telp (0274) 391942 
C. Kedudukan, Tugas,Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. 
· Kedudukan KPT 
 
 
Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) merupakan unsur pelaksana 
Pemerintah daerah dalam penyelenggran pelayanan terpadu. KPT dipimpin 
oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. 
Pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala kantor melalui sekretaris 
daerah.  
· Tugas Pokok KPT 
KPT mempunyai tugas pokok yaitu melayani masyarakat dibidang 
perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. 
· Visi  
Sesuai hasil analisis internal dan eksternal kondisi perizinan dan non 
perizinan serta tugas pokok dan fungsi KPT maka visi dari Kantor Pelayanan 
Terpadu adalah “ Terwujudnya pelayanan prima di bidang perizinan dan non 
Perizinan”. 
Pelayanan prima yang dimaksud adalah adanya kepastian dalam hal 
waktu, biaya dan persyaratan serta terjangkau masyarakat yang didukung 
dengan pelayanan yang cepat, mudah, ramah dan pasti. 
· Misi  
Agar visi tersebut diatas dapat terwujud maka diperlukan misi yang 
jelas antara lain : 
1. Pemantapan kelembagaan KPT di masyarakat. 
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia KPT. 
 
 
3. Peningkatan kapasitas internal KPT. 
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. 
5. Melaksanakan pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang lebih 
baik. 
6. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan advokasi perizinan dan non 
perizinan. 
· Tujuan  
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi 
Penyelenggara Pelayanan Terpadu. 
2. Terlaksananya pelayanan KPT menuju pelayanan prima. 
3. Terlaksananya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan. 
4. Meningkatkan kualitas pelayanan internal. 
· Sasaran  
1. Meningkatkan cakupan pelayanan administrasi KPT. 
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan KPT. 
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur penyelenggara KPT. 
4. Peningkatan pelayanan ketatausahaan. 
D. Struktur Organisasi KPT 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
 
 
Daerah, yang ditidak lanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 02 
tahun 2007 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum Pada Kantor Penyelenggara 
Pelayanan Terpadu. 
KPT adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perizinan dan non 
perizinan yang mempunyai fungsi pelaksana sebagai kewenangan daerah di 
bidang perizinan dan non perizinan.  
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, KPT 
Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perizinan dan non perizinan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah derah. 
b) Perumusan kebijakan teknis di bidang KPT. 
c) Penyiapan perencanaan umum di bidang KPT. 
d) Penyiapan bahan penyusunan bahan perencanaan di bidang KPT. 
e) Penyelengaraan perizinan dan non perizinan. 
f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan dibidang pelayanan. 
g) Pengolahan ketatausahaan kantor. 
Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh seorang 
Kepala kantor dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 
Daerah Kabupaten Gunungkidul. 
KPT terdiri dari : 
a Unsur Pimpinan   : Kepala Kantor 
b Unsur Pembantu Pimpinan  : Sub Bagian Tata Usaha 
 
 
c Unsur Pelaksana   : Seksi-seksi 
d Kelompok Jabatan Fungsional 
Susunan Organisasi KPT terdiri dari : 
a Kepala Kantor 
b Sub Bagian Tata Usaha 
c Seksi Pelayanan 
d Seksi Pengolahan 
e Seksi data dan Evaluasi 
f Kelompok Jabatan Fungsional. 
Gambar 3 
Bagan Struktur Organisasi KPT 
 
Sumber : KPT Kabupaten Gunungkidul 
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Tabel 7 
Pejabat KPT Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 
 
No Nama Jabatan 
1 Drs. Agus Prihastoro Kepala KPT 
2 Dra. Rohmi Rahayu Kasub Bag TU 
3 Yuli Ismaryanti, S.IP Kasi data dan evaluasi 
4 Y.Siwi Astuti AP Kasi Pelayanan 
      Sumber: KPT Kab Gunungkidul 
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2006 
yang mencakup tata kerja organisasi dan uraian tugas perangkat daerah meliputi sub 
bagian tata usaha dan unsur pelaksana kantor. Adapun tata kerja KPT sebagai berikut  
1. Sub Bagian Tata Usaha 
 Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
perencanaan kegiatan, pengelolan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah 
tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat, 
memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di 
lingkungan kantor serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala 
kantor. 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub bagian tata usaha mempunyai 
fungsi : 
a Penyiapan bahan dan perumusan kebijaksanaan pembangunan dibidang KPT. 
b Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan kantor. 
 
 
c Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian. 
d Penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan. 
e Penyiapan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana 
surat menyurat, kearsipan dan administrasi umum. 
f Pengelolaan perpustakaan dinas. 
g Penyelenggaraan hubungan masyarakat. 
h Penyiapan bahan dan pembinaan teknis administratif dan fungsional. 
i Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan. 
j Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor. 
2. Seksi Pelayanan 
Seksi pelayanan mempunyai tugas : 
a Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan. 
b Menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran administratif berkas 
permohonan pelayanan perizinan dan non perrizinan 
c Memberikan informasi mengenai mekanisme, prosedur dan persyaratan untuk 
mendapatkan pelayanan. 
d Memberikan informasi status permohonan pelayanan. 
e Menyampaikan keputusan atas permohonan pelayanan. 
f Melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaporan kegiatan seksi pelayanan. 
3. Seksi Pengolahan 
Seksi pengolahan mempunyai kewenangan untuk memproses permohonan 
dengan dua kriteria yaitu : 
 
 
a Menyusun rencana kegiatan seksi pengolahan. 
b Meneliti kebenaran material berkas permohonan pelayanan. 
c Melaksanakan koordinasi penelitiaan lapangan 
d Melaksanakan koordinasi penilaian kelayakan permohonan pelayanan 
e Merumuskan rekomendasi tim teknis atas permohonan pelayanan 
f Memberikan informasi keputusan atas permohonan pelayanan kepada SKPD 
yang bersangkutan. 
g Melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengolahan. 
4. Seksi Data dan Evaluasi 
Seksi data dan evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut ; 
a. Menyusun rencana kegiatan seksi data dan evaluasi. 
b. Menghimpun data hasil pelayanan perizinan dan non perizinan. 
c. Mengelola data pelayanan berbasis teknologi informasi. 
d. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi pelayanan berbasis 
teknologi informasi. 
e. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan. 
f. Melaksanakan pengembangan prosedur pelayanan perizinan dan non 
perizinan. 
g. Menyusun laporan hasil pelayanan perizinan dan non perizinan. 
h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi data dan 
evaluasi 
 
 
5. Kelompok Jabatan Fungsional 
a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
KPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
bidang keahlianya. 
c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 
d. Jenis dan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. 
E. Kondisi kepegawaian 
Sebagai bagian dari lembaga teknis daerah di Kabupaten Gunungkidul, 
KPT Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan 
harus ditunjang dengan perangkat daerah dan perlengkapan pendukung dalam 
rangka penyelenggaraan tugas-tugas tersebut. Karena keberhasilan dari suatu 
organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan 
oleh kinerja pegawai itu sendiri. KPT sendiri dalam menjalankan kegiatan tidak 
lepas dari peranan pegawai yang tentu saja disesuaikan dengan latar belakang 
pendidikan serta keahlian yang dimiliki. 
Kepegawaian di kantor Pelayanan Terpadu merupakan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) yang berjumlah sebanyak 13 orang yang diperbantukan mewakili unit 
kerja organisasi Pemerintah Gunungkidul. Dalam melaksanakan tugasnya kepala 
kantor, kepala subbagian, kepala seksi, dan ketua kelompok jabatan fungsional 
 
 
menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi baik intern maupun antar unit 
organisasi lainya, sesuai tugas pokok masing-masing. Setiap pimpinan satuan 
organisasi dalam lingkungan KPT bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk–petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi 
dalam lingkungan KPT bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta 
menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 
Adapun komposisi pegawai KPT adalah sebagai berikut : 
 
                                                  Tabel 8 
       Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Pendidikan Jml pegawai 
1 SD - 
2 SLTP 1 
3 SLTA 7 
4 D3 - 
5 S1 5 
6 S2 - 
 Jumlah 13 
             Sumber: KPT Kab Gunungkidul 
                                                 
 
 
 
 
 
Tabel 9 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan 
 
No Golongan Jml pegawai 
1 Golongan IV 1 
2 Golongan III 4 
3 Golongan II 8 
4 Golongan I - 
5 PTT - 
  13 
              Sumber: KPT Kab Gunungkidul 
 
F. Jenis Pelayanan  
Jenis pelayanan yang dilakukan KPT meliputi pelayanan perizinan dan 
non perizinan. Permohonan izin dapat dilakukan dalam bentuk : 
· Izin secara tunggal adalah permohonan izin untuk satu jenis izin. 
· Izin secara pararel adalah permohonan izin lebih dari satu izin yang diproses 
secara bersamaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 
Adapun jenis pelayanan dibedakan menjadi 2 yaitu 
· Pelayanan Perizinan 
· Pelayanan Non Perizinan. 
 
 
 
Tabel 10 
Jenis Pelayanan Non Perizinan 
No Jenis pelayanan Waktu penyelesaian 
1 Akta kelahiran 3 hari 
2 Akta perkawinan 3 hari 
3 Akta perceraian 3 hari 
4 Akta kematian 3 hari 
5 Akta pengangkatan anak 3 hari 
6 Akta pengakuan anak 3 hari 
7 Akta pengesahan anak 3 hari 
     Sumber: KPT kab Gunungkidul 
 
Tabel 11 
Jenis Pelayanan Perizinan 
No Jenis Izin/Pelayanan Waktu penyelesaian 
1 Izin Penelitian 1 hari 
2 HO / Izin ganguan 10 hari 
3 SIUP  7 hari 
4 TDI 10 hari 
5 TDP 7 hari 
6 IUI 10 hari 
7 Izin Trayek(tetap) 14 hari 
8 IUJK 12 hari 
9 Izin pemasangan reklame 7 hari 
 
 
10 IMB 10 hari 
11 Izin praktek Dokter  12 hari 
12 Izin praktek bidan 6 hari 
13 Izin praktek perawat 12 hari 
14 Izin pendirian apotek 12 hari 
15 Izin pendirian rumah sakit 14 hari 
16 Izin pertambangan 15 hari 
17 Izin pariwisata 15 hari 
    Sumber: KPT kab Gunungkidul 
G. Mekanisme Pelayanan KPT Gunungkidul 
Adapun mekanisme pelayanan yang dilakukan KPT dalam melayani 
pemohon adalah sebagi berikut : 
1. Pemohon datang ke KPT untuk mengambil blangko permohonan dan 
informasi persyaratan ke loket informasi. 
2. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan, diserahkan 
pada loket II (Penerimaan dan Penelitian Berkas) 
3. Petugas pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan 
administrasi perizinan setelah dinyatakan lengkap dan benar, maka 
dIbuatkan tanda terima berkas permohonan. 
4. Petugas pelayanan mencatat data pemohon pada buku Induk dan 
melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan untuk diproses. 
5. a. Untuk izin atau dokumen yang tidak memerlukan rekomendasi dari     
SKPD Teknis dIbuatkan draft surat izin atau dokumen. 
 
 
b. Untuk izin yang memerlukan rekomendasi dari SKPD Teknis 
dikoordinasi oleh KPT. 
6. Rekomendasi dapat berisi 2 hal yaitu : 
a. Permohonan ditolak 
b. Permohonan diterima 
7. Berita acara permohonan izin yang ditolak dIbuatkan draft SK 
Penolakan. 
8. Berita acara permohonan izin yang diterima dIbuatkan Surat Ketetapan 
RetrIbusi Daerah (SKRD) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran 
RetrIbusi (SPPR). 
9. Konsep surat keputusan penolakan atau persetujuan izin disampaikan 
kepada kepala KPT untuk ditandatangani. 
10. Untuk surat penolakan, penetapan izin dan SKRD diserahkan kepada 
petugas loket IV (pengambilan dokumen). 
11. Pemohon yang datang ke loket IV untuk dIbuatkan slip pembayaran 
retrIbusi dengan memperlihatkan tanda bukti pengambilan atau 
pemberitahuan. 
12. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank BPD di loket III. 
13. Pemohon datang ke loket IV dengan membawa bukti pembayaran 
untuk pengambilan izin. 
Adapun bagan dari tata laksana pelayanan umum di Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. Pelayanan  Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Gunungkidul 
Pelayanan yang prima merupakan merupakan salah satu prinsip yang 
mempengaruhi keberhasilan pemerintahan dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip 
pelayanan publik yang prima sudah seharusnya diterapkan secara bertahap 
kedalam sistem pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
Salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul untuk 
menciptakan pelayanan yang prima di bidang perizinan adalah dengan 
membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Dibentuknya KPT ini bertujuan 
untuk mewujudkan pelayanan publik (terutama perizinan dan non perizinan) yang 
berkualitas, dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir dengan baik. 
Sasaran utama dari suatu pelayanan adalah kepuasan konsumen karena 
yang menentukan apakah pelayanan publik itu benar-benar berkualitas, bukan 
dari anggapan pejabat atau penyelenggara pelayanan publik tetapi ditentukan oleh 
masyarakat. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Gunungkidul  di dalam pemberian 
pelayanannya memakai sistem pelayanan terpadu yaitu pola perizinan dimana 
pengajuan permohonan, proses penerbitan dan rekomendasi surat berada di satu 
tempat sehingga pemohon atau masyarakat cukup datang ke satu tempat saja. 
 
 
Dalam penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan dari KPT 
menggunakan beberapa kriteria untuk penilaian kualitas. 
· Bukti langsung (tangibles) 
· Kehandalan (reliability) 
· Daya tanggap (responsiveness) 
· Jaminan (assurance) 
· Empati (empathy) 
Untuk lebih jelasnya berikut penjabaran dari kriteria penilaian tersebut : 
1. Bukti langsung (tangibles) 
Tangibles merupakan dimensi yang pokok dalam pengukuran kualitas 
pelayanan. Bukti langsung (tangibles) atau bukti fisik yaitu kondisi fisik dari 
dari gedung kantor, peralatan pegawai dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki 
oleh KPT Gunungkidul.  
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPT ini berfungsi untuk 
membantu kelancaran pekerjaan kantor dan digunakan pegawai untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat pengguna layanan di KPT 
Gunungkidul mengharapkan pelayanan yang memuaskan yang ditunjukkan 
dengan bukti langsung yaitu sarana dan prasarana yang cukup memadai, 
kenyamanan ruang pelayanan dan ruang kerja yang mendukung jalannya 
pelayanan perizinan dan non perizinan. Sarana prasarana yang cukup 
memadai serta kenyamanan ruang pelayanan dan ruang kerja merupakan 
 
 
faktor pendukung dalam kinerja pegawai, suasana kerja yang nyaman akan 
berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh masyarakat.  
Dari hasil observasi dilapangan kondisi ruang kerja dan ruang 
pelayanan pegawai KPT cukup nyaman. Ruang pelayanan yang terdiri dari 4 
loket  itu cukup luas untuk melayani masyarakat yang mengurus perizinan 
maupun non perizinan Ruang tunggu di KPT sendiri cukup luas untuk 
melayani jumlah pemohon perizinan sehingga mereka tidak harus berdesak-
desakan dalam menunggu di prosesnya perizinan yang dibutuhkan. Selain itu, 
ruang tunggu yang cukup luas juga dilengkapi dengan AC dan TV agar 
pemohon tidak bosan dalam menunggu perizinan yang sedang diproses. 
Dengan adanya fasilitas yang lengkap di ruang tunggu diharapkan pengunjung 
akan semakin nyaman.  
Hasil observasi di lapangan mengenai sarana prasarana yang ada di 
KPT senada dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu pengunjung 
KPT Gunungkidul, yaitu Ibu Ndari yang sedang mengurus HO mengatakan 
bahwa : 
“Menurut saya sarana dan prasarana sudah cukup baik. Misalnya sudah 
tersedianya data dinding mengenai jumlah biaya dan waktu 
penyelesaian perizinan selain itu ruang tunggu yang nyaman karena 
sudah dilengkapi dengan AC. Letak kantor juga sangat strategis mas.” 
(Wawancara, 7 april 2009) 
 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ibu Tatik yang sedang 
mengurus IMB : 
 
 
“Sarana dan prasarana sudah lumayan misal ruang tunggu yang sudah 
nyaman dan cukup luas. Data dinding juga sudah lengkap, akses untuk 
menuju KPT cukup mudah mas karena berada di lingkungan Pemda.” 
(Wawancara, 9 april 2009) 
 
Mengenai sarana dan prasarana ini Bapak Harto juga memberikan 
pernyataanya : 
 “Saya rasa sarana dan prasarana cukup baik dan lengkap mas 
misalnya ruang tunggu yang sudah cukup luas dan tertata rapi AC juga 
cukup dingin , data dinding juga sudah lengkap kok mas aksesnya juga 
cukup mudah mas.” (Wawancara, 7 april 2009) 
 
Ungkapan yang agak berbeda dikemukakan oleh Bapak Suwanto yang 
sedang mengurus Akte : 
“Untuk masalah sarana sudah cukup baik tetapi alangkah lebih baiknya 
masalah parkir yang ada didepan ada penjaga, sehingga masyarakat 
yang sedang mengurus perizinan menjadi nyaman dan dan tidak was-
was.” (Wawancara, 7 april 2009) 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Aref yang 
sedang mengurus akte : 
“Secara keseluruhan sarana sudah memadai misalnya ruang tunggu 
yang sudah nyaman soale ber AC. Data dinding juga tersedia tapi yang 
agak menggangu masalah parkir karena masih terkesan semrawut 
mungkin karena tidak ada penjaganya mas.” (Wawancara, 7 april 
2009) 
  
Berdasarkan pengamatan yang ada di lapangan dapat diketahui bahwa 
sarana prasarana yang berkaitan dengan proses langsung pelayanan perizinan 
seperti kenyamanan ruang pelayanan dan kelengkapan fasilitas yang ada di 
KPT sangat penting diperhatikan demi tercapainya kepuasan konsumen. 
Namun akan lebih baik lagi apabila sarana prasarana lain yang tidak langsung 
 
 
berkaitan dengan dengan proses pelayanan perizinan dan non perizinan juga 
patut untuk diperhatikan. Perparkiran yang  belum tertata rapi dan belum ada 
petugas yang menjaga diakui oleh Bapak Agus Prihastoro selaku Kepala KPT. 
Seperti yang dituturkannya sebagai berikut : 
“Memang untuk saat ini belum ada petugas yang menjaga parkir hal 
tersebut dikarenakan oleh masih  kurangnya personil yang dimiliki 
oleh KPT tetapi kami berjanji untuk menambah petugas untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.” (Wawancara, 6 april 
2009) 
 
Dari penuturan di atas dapat kita ketahui bahwa hal-hal kecil seperti 
sarana prasarana  yang tidak langsung berkaitan dengan proses pelayanan 
perizinan ternyata juga menentukan persepsi masyarakat terhadap pelayanan 
KPT Gunungkidul. 
Diantara peralatan yang cukup menentukan dalam pelayanan perizinan 
dan non perizinan adalah perangkat komputer. KPT sendiri untuk pengadaan 
peralatan komputer dianggap masih kurang seperti yang dikemukakan oleh 
Ibu Rohmi Rahayu selaku Kabib TU : 
“Untuk saat ini kami akui bahwa untuk peralatan komputer ini kantor 
KPT ini belum cukup memadai hal tersebut dikarenakan masih 
terbatasnya anggaran yang diberikan oleh Pemda. Meskipun begitu 
dengan keterbatasan yang dimiliki kami berusaha untuk memberikan 
pelayanan yang sebaik-baiknya.” (Wawancara, 6 april 2009) 
 
Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak tersebut dapat 
disimpulkan bahwa untuk peralatan komputer masih perlu ditambah, karena 
komputer merupakan suatu perangkat yang sangat penting untuk dimiliki oleh 
suatu instansi. Semua proses pengolahan data harus dilakukan dengan 
 
 
komputer, dengan menggunakan komputer akan menghemat waktu pelayanan 
dan mempermudah pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan 
fasilitas penunjang yang dimiliki oleh KPT Gunungkidul seperti ruangan 
tunggu yang bersih dan nyaman, TV, AC sudah cukup memadai. 
Tabel 12 
Daftar barang inventaris 
Kantor Pelayanan terpadu (KPT) Kabupaten Gunungkidul 
No Nama barang Jumlah 
1 komputer 6 
2 scanner 1 
3 Mesin ketik 2 
4 A.C 4 
5 TV 1 
6 Telfon  4 
7 Kursi panjang pemohon 3 
8 Tempat leaflet 2 
9 Meja komputer 6 
10 Printer  5 
11 Lemari  7 
12 Speaker pemanggil 1 
13 Meja kerja 14 
14 Kursi kerja 14 
15 Meja panjang 2 
17 kalkulator 3 
18 Papan pengumuman 3 
19 Jam dinding 3 
           Sumber: KPT Kab Gunungkidul  
 
 
2. Kehandalan (Reliability) 
Kehandalan (Reliability) yaitu kemampuan memberikan pelayanan 
yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan sesuai apa yang 
diharapkan. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Gunungkidul merupakan 
instansi yang bergerak dibidang jasa pelayanan perizinan dan non perizinan. 
Prinsip kehandalan sangat mutlak dalam pemberian pelayanan kepada 
masyarakat karena setiap masyarakat pada umumnya menginginkan 
pelayanan yang cepat, dan tepat. Hal ini sesuai dengan Misi KPT sendiri yaitu 
“Terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan maupun non perizinan”. 
Sehingga demi tercapainya misi tersebut maka KPT dituntut untuk 
memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu sesuai dengan standar 
pelayanan.  
Salah satu syarat dari pelayanan yang berkualitas adalah 
kesederhanaan dan kemudahan prosedur pelayanan. Setiap masyarakat 
tentunya mengharapkan kemudahan prosedur, hal ini akan membantu dan 
memudahkan masyarakat dalam memperoleh perizinan maupun non 
perizinan.  
KPT sebagai lembaga pelayanan perizinan dan non perizinan wajib 
hukumnya untuk membuat prosedur pelayanan yang mudah dipahami serta 
mudah dilaksanakan. Pada umumnya prosedur masing-masing perzinan dan 
non perizinan hampir sama, namun persyaratan untuk masing-masing jenis 
perizinan berbeda-beda tergantung jenis yang diminta. Misalnya saja, untuk 
 
 
mengurus akte kelahiran dan kematian prosedur yang harus diikuti cukup 
mudah dan persyaratan yang diperlukan juga tidak banyak. Pemohon hanya 
tinggal menyerahkan blangko formulir yang telah diisi dan dilengkapi dengan 
persyaratan lain yang telah ditentukan. Setelah formulir lengkap maka 
diserahkan kepada petugas yang ada di loket pelayanan dan pemohon tinggal 
menunggu untuk diproses.  
Untuk jenis perizinan yang lainya misalnya IMB dan HO harus 
dilakukan cek lapangan terlebih dahulu. Pengecekan lapangan ini dilakukan 
oleh instansi pelaksana teknis. Setelah menyerahkan persyaratan kepada 
petugas maka pemohon tinggal menunggu tanggal pengecekan dilapangan, 
untuk selanjutnya pemohon tinggal menunggu sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan oleh petugas. 
Kemudahan prosedur ini dikemukakan oleh Ibu Ndari yang sedang 
mengurus HO, beliau mengatakan bahwa : 
“Prosedur perizinan diKPT lebih mudah dan lebih sederhana mas 
dibandingkan sebelum adanya  KPT. Dulu sewaktu masih ngurus HO 
di Desperindahkop saya masih suka bingung.” (Wawancara, 7 april 
2009) 
 
Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Ibu Parti yang 
sedang mengurus SIUP : 
“Prosedur pelayanan cukup sederhana dan mudah diikuti. persyaratan 
yang harus dipenuhi dalam mengurus SIUP juga tidak terlalu banyak 
mas.” (Wawancara, 9 april 2009) 
 
 
 
Ungkapan senada juga dikemukakan oleh Bapak Arif yang sedang 
mengurus akte : 
“Prosedurnya mudah diikuti dan simpel mas, petugasnya juga tidak 
sungkan membantu jika saya menemui kesulitan dalam memenuhi 
persyaratan yang dibutuhkan.” (Wawancara, 9 april 2009) 
 
Keberadaan KPT sangat membantu dan memudahkan masyarakat 
dalam mengurus perizinan karena sebelum adanya KPT masyarakat harus 
mendatangi instansi-instansi terkait untuk memperoleh perizinan. Setelah 
adanya KPT pemohon tinggal ke KPT dengan membawa persyaratan yang 
lengkap kemudian pemohon tinggal menunggu untuk diproses. Hal tersebut 
seperti yang dikemukakan oleh Bapak Agus Prihastoro : 
“Secara keseluruham prosedur dalam pengurusan perizinan mudah 
dipahami asalkan masyarakat mengetahui persyaratan yang diperlukan 
karena kami berusaha untuk menyederhanakan prosedur pengurusan 
supaya masyarakat mudah memahami. Sebelum adanya KPT 
masyarakat perlu mendatangi dinas-dinas yang terkait sekarang hanya 
perlu pergi ke KPT.” (Wawancara, 6 april 2009) 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa prosedur 
pelayanan yang ada di KPT cukup sederhana sebagian besar masyarakat yang 
mengurus izin tidak mengalami kesulitan, hal ini sesuai dengan yang 
diutarakan oleh Ibu Rocmi : 
“Biasanya masyarakat yang datang ke KPT sudah membawa 
persyaratan yang lengkap. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat 
sudah mengerti akan prosedur yang berlaku di KPT.” (Wawancara, 6 
april 2009) 
 
 
 
 
Dari hasil kutipan wawancara dapat diketahui bahwa prosedur 
pelayanan yang ada di KPT Gunungkidul cukup sederhana. Sebagian besar 
dari pemohon tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan prosedur yang 
telah ditentukan oleh KPT.  
Kehandalan lain dari KPT Gunungkidul ditunjukkan dalam hal 
kemampuan untuk  menyelesaikan perizinan dan non perizinan sesuai dengan 
batas waktu yang telah ditentukan. Kepastian dan ketepatan waktu merupakan 
elemen yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan. Hal ini dikarenakan 
kepastian dan ketepatan waktu akan mempengaruhi kepercayaan dari 
pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPT. Ketepatan waktu 
juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas KPT. Mengenai Ketepatan dan 
kepastian waktu dalam proses pelayanan tergantung dari jenis pelayanan 
perizinan dan non perizinan. Untuk pelayanan akte jika syarat yang dibawa 
sudah lengkap dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hari untuk menyelesaikan 
perizinan tersebut. Mengenai ketepatan waktu pelayanan  di KPT 
Gunungkidul sudah dikemukakan oleh Bapak Agus Prihastoro yang dikutip di 
bawah ini : 
“Banyak terjadi perubahan setelah adanya KPT ini mas dulu misalnya 
untuk mengurus akte dibutuhkan waktu 1-2 minggu sekarang hanya 
butuh waktu sekitar tiga hari. Kami juga selalu berusaha untuk 
menyelesaikan perizinan tepat waktu” (Wawancara, 6 april 2009) 
 
Pernyataan dari pemohon yang dikemukakan oleh Bapak Suwanto 
mengenai ketepatan waktu adalah sebagai berikut : 
 
 
“Untuk menggurus akte di KPT lumayan cepat mas paling lama 4 hari 
sudah selesai.” (Wawancara, 7 april 2009) 
 
Saat diwawancarai ketika sedang mengurus HO, Ibu Ndari warga 
Karangmojo menuturkan pengalamannya sebagai berikut : 
“Untuk izin HO paling lama membutuhkan waktu sekitar 10 hari 
mas dengan catatan gambar sudah sesuai, misalnya sekarang 
dimasukan trus dikasih jadwal untuk cek lapangan. Paling sekitar 4 
hari setelah cek lapangan izin HO sudah selesai.” (Wawancara, 7 
april 2009) 
 
Pendapat sama datang dari Bapak Aref yang sedang menggurus izin 
akte : 
“Waktu penyelesainya sudah lebih baik ketimbang sebelum adanya 
KPT ini. Dulu pas saya ngurus akte di kantor catatan sipil jadinya 
lumayan  lama mas.“(Wawancara, 9 april 2009) 
 
Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ibu Parti yang tengah 
mengurus SIUP (surat izin usaha perdagangan) : 
“Menurut saya penyelesaian sudah cukup baik cuma terkadang 
karena banyak yang mengurus akte jadi waktunya agak molor 1 
atau 2 hari tapi menurut saya masih dalam tahap wajar kok mas 
yang penting jangan sampai berminggu-minggu.” (Wawancara, 9 
april 2009) 
 
Namun ungkapan yang agak berbeda dikemukakan oleh Bapak 
Harto yang sedang mengurus akte : 
“Pelayanan disini sudah cukup baik dan lumayan cepat, namun 
terkadang pada bulan-bulan tertentu kadang ngantrinya rada lama.” 
(Wawancara, 7 April 2009)  
 
Dari beberapa petikan wawancara dapat diketahui bahwa 
kehandalan pegawai didalam hal ketepatan waktu pelayanan sudah cukup 
 
 
baik  dibandingkan dengan sebelum adanya Kantor Pelayanan Terpadu. 
Pihak KPT selalu berupaya untuk selalu menyelesaikan perizinan tepat 
waktu yaitu dengan semakin meningkatkan intensitas koordinasi dengan 
pihak terkait supaya dalam penyelesaian semakin lebih baik. Mengenai 
keterlambatan sendiri terkadang datang dari pemohon itu sendiri misalnya 
syarat yang dibawa tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi 
sebenarnya hal tersebut akan menggangu dalam proses pelayanan. Selain 
disebabkan oleh kurang lengkapnya persyaratan yang di serahkan oleh 
pemohon, keterlambatan juga disebabkan oleh KPT harus menunggu 
terlebih dahulu rekomendasi dari instansi yang terkait. 
 
3. Daya tanggap (responsiveness) 
Daya tanggap atau responsiveness ini sangat penting didalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena KPT merupakan instansi 
publik yang harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. KPT juga dituntut untuk tanggap terhadap terhadap segala 
sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pemohon dan 
pengguna layanan perizinan dan non perizinan memerlukan pelayanan yang 
memuaskan dari pihak KPT Gunungkidul. Dengan demikian hendaknya 
pegawai KPT memberikan daya tanggap yang baik terhadap masyarakat 
ketika memberikan pelayanan.  
 
 
Daya tanggap yang dimiliki KPT ini terlihat dari sikap petugas dalam 
dalam membantu masyarakat yang membutuhkan informasi termasuk 
menyebarkan informasi kepada masyarakat. Penyebaran informasi merupakan 
hal pokok dalam pelayanan publik terutama dalam masalah pelayanan 
perizinan dan non perizinan karena baik tidaknya suatu pelayaan tergantung 
dari cara penyebaran informasi yang dilakukan. KPT sendiri dalam 
memberikan informasi tentunya dengan menggunakan beberapa cara seperti 
yang dikemukan oleh Bapak Agus Prihastoro : 
“Salah satu cara yang dilakukan KPT Kabupaten Gunungkidul 
dalam memberikan informasi kepada masyarakat  yaitu dengan 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kami melakukan 
sosialisasi kepada 18 kecamatan yang ada di Kabupaten 
Gunungkidul. Sosialisasi tersebut dilakukan sekali selama satu 
tahun. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara memangil dari 
perwakilan kecamatan untuk diberikan sosialisasi selanjutnya 
perwakilan ini yang meneruskan kepada warganya, Selain dengan 
cara sosialisasi kami juga menyebarkan serta membagikan brosur 
kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses inforrmasi 
melalui no telpon 391942 yang selalu siap menjawab segala sesuatu 
yang dibutuhkan masyarakat.” (Wawancara, 6 april 2009) 
 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan 
terlihat bahwa petugas pelayanan selalu menanyakan segala sesuatu yang 
dibutuhkan oleh masyarakat serta memberikan informasi mengenai syarat-
syarat yang harus dipenuhi. Berikut penilaian beberapa pemohon mengenai 
daya tanggap pegawai dalam hal memberikan pelayanan dan informasi. 
Seperti  pernyataan dari Bapak Suwanto yang sedang mengurus akte : 
“Petugas disini cukup tanggap mas, terbukti meraka langsung 
memberitahu mengenai syarat-syarat yang harus saya penuhi.  
 
 
Untuk masalah sosialisasi yang dilakukan oleh KPT saya kurang 
tahu, soalnya saya belum pernah ikut mas.” (Wawancara, 7 april 
2009) 
 
Pernyataan mengenai kemampuan KPT dalam penyebaran 
informasi juga dikemukakan oleh dikemukakan oleh Ibu Ndari : 
“Penyampaian informasi dari pegawai KPT mudah dimengerti mas. 
Saya belum pernah ikut sosialisasi karena tidak ada pemberitahuan 
secara langsung dari petugas KPT.” (Wawancara, 7 april 2009) 
 
Bapak Harto yang tengah menggurus akte juga memberikan 
pendapatnya : 
“Pegawai di sini dalam menyampaikan informasi cukup baik, tapi 
untuk masalah sosialisasi saya kurang tau mas soalnya saya belum 
pernah ikut sosialisasi.” (Wawancara, 7 April 2009) 
 
Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa KPT 
Gunungkidul dalam menanggapi kebutuhan pemohon sudah baik, pegawai 
dalam menyampaikan informasi mudah dipahami oleh masyarakat. Untuk 
masalah sosialisasi dan penyebaran brosur-brosur yang berisi informasi 
mengenai jenis-jenis pelayanan masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, 
Hal ini dikarenakan metode sosialisasi yang selama ini dipakai oleh KPT 
belum bisa menjangkau seluruh warga di Kabupaten Gunungkidul. 
Daya tanggap yang lain dari KPT Gunungkidul ditunjukkan dalam 
menanggapi dan menampung keluhan yang disampaikan pemohon 
(masyarakat) pengguna jasa. KPT dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat tentunya sering menemui komplain atas ketidakpuasan 
pelayanan. Komplain dari masyarakat merupakan ungkapan penilaian 
 
 
terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima. Komplain ini timbul 
dikarenakan ketidakpuasaan masyarakat atas kinerja dari KPT. Usaha 
untuk menanggapi keluhan dari masyarakat dapat dilihat dari kesediaan 
pegawai dalam menanggapi setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat 
didalam proses pelayanan. Berikut ini kutipan pernyataan dari Ibu Siwi 
Astuti selaku Kabid Pelayanan mengenai komplain dari masyarakat : 
“Yang namanya keluhan pasti ada mas. Karena masyarakat tidak 
akan pernah merasa puas, yang namanya kepuasan orang pasti tidak 
akan sama kan mas. sekarang bilangnya puas, besok kesini lagi 
kurang puas lagi.” (Wawancara, 6 April 2009) 
 
Pendapat dalam menanggapi komplain juga dikemukakan oleh  Ibu 
Yuli Ismaryani selaku kasi data dan eveluasi : 
“Dalam hal melayani masyarakat, kita pastinya pernah menerima 
komplain dari masyarakat karena kita tahu bahwa keadaan 
masyarakat sendiri selalu berubah-ubah. Tetapi kita selalu berusaha 
untuk menanggapi dan menyelesaikan komplain dari masyarakat 
secepatnya. Biasanya kita tanya dulu komplain apa yang dirasakan 
pemohon. Setelah permasalahan diketahui oleh pihak KPT maka 
kami berusaha untuk dicarikan jalan keluar. Bila masalah tersebut 
menyangkut dengan dinas teknis kita perlu koordinasi terlebih 
dahulu.” (Wawancara, 6 April 2009) 
 
KPT Kabupaten Gunungkidul selalu berusaha menanggapi setiap 
komplain dari pemohon yaitu dengan memberikan quesioner yang 
dibagikan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap 
pelayanan yang diberikan, selain quesioner KPT juga menyediakan kotak 
saran. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara pelayanan yang 
 
 
diberikan dengan keinginan dan kepuasaan pemohon (masyarakat) 
pengguna jasa. 
Berikut kutipan wawancara dari Ibu Parti yang sedang mengurus 
SIUP mengenai daya tanggap pegawai dalam menghadapi komplain : 
 “Dulu saya pernah pernah disuruh untuk mengisi blangko survey 
penggaduan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh 
KPT. Tapi sampai sekarang perbaikan belum sepenuhnya terlaksana 
yang ada janji perbaikan pelayanan itu tidak segera ditindaklanjuti.” 
(Wawancara, 9 april 2009) 
 
Pendapat yang lain dikemukakan oleh Bapak Triyono mengenai 
daya tanggap pegawai KPT dalam menghadapi komplain : 
“Pernah mas pas saya ngurus akte di KPT ada kesalahan dalam 
penulisan akte anak saya seharusnya Al fian tapi dalam akte ditulis 
Al pian. Kemudian saya komplain kepetugas KPT mengenai 
kesalahan tersebut, kemudian petugasnya bilang suruh 2 hari kesini 
lagi mas.” (Wawancara, 7 April 2009) 
 
Pendapat mengenai kemampuan pegawai dalam menghadapi komplain 
juga dikemukakan oleh Ibu Ndari yang sedang mengurus izin  HO : 
“Waktu itu pernah saya komplain ke pegawai KPT karena ada 
kesalahan dalam penulisan tanggal dan alamat, petugas mengakui 
kesalahnya tetapi perbaikan tidak bisa dilakukan hari itu juga, karena 
harus menunggu 2 hari.” (Wawancara, 7 April 2009) 
 
Dari keterangan yang diperoleh dari masyarakat dapat diketahui 
bahwa pemohon komplain karena terdapat ketidaksesuaian data hal ini 
disebabkan oleh penulisan data dari pemohon tidak jelas, serta masih 
kurangnya pegawai yang bertugas dalam verifikasi data. Hal ini berkaitan 
 
 
dengan masih kurangnya personil yang memproses perbaikan keinstansi 
terkait. 
Dari beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh masyarakat dapat 
diketahui bahwa daya tanggap dalam menanggapai komplain masih harus 
ditingkatkan karena masih ada masyarakat yang kurang puas atas daya 
tanggap pegawai dalam menanggapi komplain yang diberikan kepada 
masyarakat.  
 
4. Jaminan (assurance) 
Jaminan atau assurance adalah pengetahuan, kesopansantunan, dan 
kemampuan para petugas untuk menumbuhkan rasa percaya kepada 
pelanggan. Masyarakat berharap adanya jaminan atas pelayanan yang 
diberikan oleh pegawai. Harapan dari masyarakat ini dapat berupa kesopanan 
pegawai, kejujuran pegawai dan kualitas pegawai yang memadai.  
Masyarakat memandang bahwa dengan adanya pegawai yang jujur, 
ramah dan sopan serta cekatan dalam melayani masyarakat akan 
menimbulkan kesan yang menyenangkan yang dirasakan oleh masyarakat 
pengguna layanan. Masyarakat akan merasa lebih nyaman bila ada rasa 
kepercayaan terhadap pegawai KPT.  
Keramahan dan kesopanan merupakan salah satu aspek penting dalam 
setiap organisasi terutama yang bergerak dalam urusan publik. Karena 
kesopanan dan keramahan merupakan aspek pertama yang dilihat dan 
 
 
dirasakan ketika berhubungan dengan aparat penyelenggara pelayanan. 
Kesopanan pegawai meliputi kesopanan dalam bertutur kata baik dalam 
perbuatan dan penampilan. Dengan bersikap sopan dan ramah kepada semua 
masyarakat maka akan membuat image yang baik terhadap penyelenggara 
pelayanan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai telah 
memberikan pelayanan yang sopan dan ramah kepada masyarakat. Mengenai 
kesopanan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bapak 
Agus Prihastoro selaku Kepala KPT memberikan penyataanya : 
“Saya selaku kepala KPT selalu meminta kepada semua pegawai untuk 
bersikap ramah dan sopan kepada semua masyarakat. Saya 
menghimbau agar pegawai tidak mudah terbawa emosi ketika sedang 
melayani masyarakat. Karena jika pegawai mudah terpancing oleh 
situasi yang tidak menyenangkan hal itu akan berakibat fatal.” 
(Wawancara, 6 april 2009) 
 
Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dilapangan terlihat 
bahwa pegawai sudah bersikap ramah dan sopan dalam melayani masyarakat 
hal ini dibuktikan dengan petugas selalu menyapa setiap masyarakat dengan 
sikap ramah dan tutur kata yang halus.  
Pendapat mengenai kesopanan pegawai  seperti yang dikemukakan 
oleh Bapak Suwanto yang tengah mengurus Akte : 
“Kalau masalah kesopanan pegawai disini tidak diragukan lagi 
pegawai disini sangat sopan dan ramah mas.” (Wawancara, 7 april 
2009) 
 
Pernyataan senada juga diungkapan Ibu Parti : 
“Menurut saya pegawai disini cukup ramah dan sopan mereka tidak 
pernah mbentak-mbentak mas.” (Wawancara, 9 april 2009) 
 
 
 
Mengenai kesopanan pegawai dalam memberikan pelayanan Ibu Ndari 
yang tengah mengurus izin memberikan pendapatnya : 
“Sikap pegawai disini ramah dan sopan-sopan mas. Sebagai pemohon 
saya merasa dilayani dengan baik. Ketika saya datang mereka 
menyambut dengan senyum mas.” (Wawancara, 7 april 2009) 
 
Namun ungkapan yang agak sedikit berbeda dikemukakan oleh Bapak 
Triyono ketika sedang mengurus akte. 
“Saya sedikit kecewa dengan satpam yang ada di KPT mas. 
keramahtamahan itu seharunya  tidak hanya ditunjukkan oleh pegawai 
yang melayani saja tetapi satpam juga harus sopan dan ramah. Kalau 
pertama kali datang saja sudah disambut oleh satpam yang bermuka 
galak atau tidak sopan otomatis kita kan kecewa dan tidak merasa 
nyaman.” (Wawancara, 7 april 2009) 
 
Dari  hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan  kesopanan 
yang dimiliki pegawai KPT sudah cukup baik dan perlu dipertahankan, 
sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para pemohon atau pengguna 
layanan. 
Selain kesopanan yang harus dimiliki oleh pegawai KPT, sumber daya 
manusia atau pegawai merupakan faktor utama dalam memberikan pelayanan 
terbaik bagi masyarakat pengguna jasa. Hal ini berarti kualitas pelayanan 
tergantung dari kemampuan kemampuan pegawai dalam melayani pemohon 
(masyarakat). 
Pihak KPT dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(pegawai) dilakukan dengan cara menggirim pegawai untuk menggikuti 
diklat-diklat atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Gunungkidul. 
 
 
Adanya diklat ataupun pelatihan tersebut berguna agar pegawai yang ada di 
KPT memiliki ketrampilan dan pengalaman kerja yang cukup bagus,  
sehingga hal tersebut dapat memberikan jaminan pelayanan yang memuaskan. 
Mengenai diklat yang diikuti oleh pegawai KPT maka Ibu Siwi Astuti selaku 
Kabag  pelayanan, memberikan pendapatnya : 
 “Pegawai yang bekerja di KPT ini merupakan pegawai yang berasal 
dari dinas-dinas yang terkait,. Karena kemampuan pegawai ini sangat 
menentukan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat kami juga 
selalu mengirim pegawai kami untuk mengikuti berbagai macam 
pelatihan. Belum lama ini kami mengirim personil untuk mengikuti 
diklat manajemen pelayanan, pelayanan prima, yang diwakili oleh Ibu 
Rochmi Rahayu kemudian diklat pranata komputer yang diwakili oleh  
Ibu Yuli selaku kepala bagian data dan evaluasi.” (Wawancara, 6 April 
2009) 
 
Dibawah ini mengenai jenis pendidikan atau diklat yang diikuti untuk 
tahun 2009. 
 
Tabel.13 
 
Diklat dan  pendidikan Pegawai di KPT Kabupaten Gunungkidul 
 
No Jenis Pendidikan Nama Jabatan  
1 Manajemen pelayanan prima Y.Siwi Astuti AP Kabid pelayanan 
2 Perencanaan anggaran Dra. Rohmi rahayu Kasu bag TU 
3 Sertifikasi barang/jasa Yuli Ismaryanti, S.IP Kasi data dan 
evaluasi 
4 Apresiasi kepegawaian Dra. Rohmi rahayu Kasu bag TU 
5 Pranata komputer Yuli Ismaryanti, S.IP Kasi data dan 
evaluasi 
Sumber:KPT Gunungkidul 
 
 
 
Pernyataan senada juga diutarakan oleh IbuYuli selaku Kasi data dan 
evaluasi sebagai berikut : 
 “Saya rasa kemampuan yang dimiliki pegawai sudah cukup karena 
kita sudah mempunyai pengalaman kerja, jadi kami sudah mengetahui 
pengetahuan mengenai prosedur perizinan. Kami juga sering 
mengukuti diklat-diklat pelatihan yang sangat berguna untuk 
menambah pengetahuan kami.” (Wawancara, 6 april 2009) 
 
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa KPT Gunungkidul telah 
berupaya untuk menciptakan kualitas pegawai yang memadai yang 
diwujudkan melalui berbagi macam diklat dan spesifikasi keahlian yang harus 
dimiliki oleh pegawai KPT Gunungkidul. 
Jaminan yang lain yang harus dimiliki setiap pegawai KPT adalah 
jaminan kejujuran petugas dalam pemberian pelayanan. Salah satu bentuk 
kejujuran yang dimiliki oleh para petugas adalah kesesuaian biaya yang sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kesesuaian dan transparansi biaya 
sangat diperlukan untuk menjamin kepuasan pengguna jasa serta menjamin 
kepercayaan antara KPT dengan pengguna jasa (masyarakat). Transparansi 
biaya dapat diamati dari kesesuaian biaya yang tertera di peraturan dengan 
yang dibebankan kepada masyarakat. 
Kesesuaian biaya juga dapat dilihat dari mekanisme pembayaran yang 
langsung ke kasir di BPD DIY. Kebenaran mengenai kesesuaian biaya yang 
harus dikeluarkan oleh pemohon ini  seperti yang diutarakan oleh Bapak 
Suwanto yang sedang mengurus akte, ia mengatakan bahwa : 
 
 
“Biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan prosedur kok mas. Nanti 
biaya yang dikeluarkan tertera dalam dalam nota yang diberikan serta 
ada perincianya jadi saya kira tidak ada biaya tambahan .” 
(Wawancara, 7 april 2009) 
 
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibu Parti yang sedang 
mengurus SIUP : 
“Saya rasa biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan yang 
ditetapkan karena besarnya biaya sama persis seperti yang tertempel 
dalam papan pengumuman.” (Wawancara, 7 april 2009) 
 
Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Tatik yang tengah menggurus 
IMB: 
“Selama saya mengurus izin di KPT belum ada pegawai yang 
memberikan biaya ekstra atau tambahan kepada saya semua biaya 
yang saya keluarkan sudah sesuai dengan prosedur yang tertera.” 
(Wawancara, 9 april 2009) 
 
Transparansi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat di atas dapat 
dijadikan sebagai penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai 
KPT. Dengan adanya transparansi biaya ini diharapkan dapat membentuk 
citra KPT Gunungkidul yang bersih dari KKN. Dari wawancara tersebut dapat 
diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan serta 
tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pemohon. 
 
5. Empati (empathy) 
Empati ini meliputi perhatian secara individual yang diberikan oleh 
pegawai KPT kepada masyarakat, seperti kemudahan untuk dihubungi, serta 
kemampun pegawai untuk memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat.  
 
 
Empati dari pegawai Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten 
Gunungkidul dapat dilihat ketika pemohon (masyarakat) datang untuk 
menggurus izin, mereka dapat dengan mudah menemui petugas yang berada 
di KPT untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan baik dari segi 
prosedur, biaya dan jangka waktu. 
Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas pegawai KPT harus 
dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Komunikasi ini 
mempunyai peranan yang cukup penting karena apabila terjadi kesenjangan 
dalam berkomunikasi antara petugas dengan pemohon akan menimbulkan 
persepsi serta penilaian yang negatif terhadap KPT. Berdasarkan observasi  di 
bagian pelayanan masyarakat biasanya memanfaatkan telefon untuk 
berkomunikasi dan bertukar pendapat mengenai perizinan yang sedang diurus, 
masyarakat biasanya menggunakan telefon untuk menanyakan izin yang 
diurus sudah jadi atau belum. Dari observasi yang dilakukan komunikasi yang 
terjalin antara pegawai KPT dengan masyarakat cukup intensif, hal ini dapat 
dilihat dari komunikasi yang dilakukan setiap harinya. 
Mengenai kemudahan pegawai untuk dihubungi dan diajak 
berkomunikasi beberapa pemohon memberikan pendapatnya. Berikut 
pendapat Bapak Triyono yang sedang mengurus akte : 
“Pegawai disini cukup mudah dihubungi kok mas. Kemarin ketika 
saya mencoba menghubungi salah satu pegawai yang berada di KPT 
lewat telepon. segera dijawab oleh petuganya.” (Wawancara, 7 April 
2009) 
 
 
 
Ibu Parti yang tengah mengurus izin SIUP menuturkan pendapatnya 
sebagai berikut: 
“Menurut saya kemampuan yang dimiliki pegawai dalam hal 
memberikan informasi kepada masyarakat sudah cukup baik mas. 
Setiap informasi yang saya tanyakan selalu dijawab dengan sabar. 
Selain bertanya langsung dengan pegawai kadang saya juga 
menghubungi KPT lewat telepon untuk menanyakan masalah 
perizinan.” (Wawancara, 9 april 2009) 
 
Pendapat yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Bapak Aref  
yang tenggah mengurus akte : 
“Mudah kok mas, kemarin pas saya telfon untuk menanyakan akte 
saya sudah jadi atau belum petugas langsung memberitahukan bahwa 
akte sudah jadi dan siap diambil.” (Wawancara, 9 April 2009) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Ndari yang tengah mengurus 
 Izin HO sebagai berikut : 
“Menurut saya cukup mudah untuk menghubungi petugas KPT. Soale 
kemarin saya telfon pegawai KPT langsung dijawab dan ngak perlu 
nunggu lama.” (Wawancara, 7 April 2009) 
 
Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh pemohon dapat dilihat 
bahwa pegawai KPT cukup mudah untuk dihubungi serta diajak 
berkomunikasi. Petugas KPT juga selalu siap jika sewaktu-sewaktu ada 
masyarakat yang memerlukan bantuan. 
Selain kemudahan dalam menjalin komunikasi empati dapat 
ditunjukkan  dengan cara memberikan perhatian yang tulus kepada pemohon. 
Dalam memberikan perhatian yang tulus kepada semua pemohon bukan hal 
yang mudah, hal tersebut dikarenakan karakter dari pemohon yang berbeda 
 
 
satu dengan yang lainya. Oleh karena itu KPT dituntut untuk memahami 
segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemohon. Perhatian pribadi ini juga erat 
kaitanya dengan usaha untuk menanamkan keyakinan kepada masyarakat 
bahwa semua perizinan dan non perizinan dapat terpenuhi. Petugas Kantor 
Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Gunungkidul harus memberikan kesan 
kepada pemohon bahwa dalam mengurus izin di KPT merupakan sesuatu 
yang mudah, sepat, transparan, pasti dan tepat waktu. Hal ini dapat 
ditunjukkan dengan cara membimbing dan mengarahkan pemohon 
(masyarakat) agar sadar akan pentingnya perizinan sehingga masyarakat akan 
menjadi terbantu dengan adanya KPT. Dengan memposisikan pemohon 
sebagai pihak yang harus dilayani dengan baik, petugas KPT senantiasa 
berusaha memberikan perhatian yang bersifat individual dan tulus kepada 
pemohon yang membutuhkan bantuan dan informasi terkait dengan 
pelayanan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus Prihastoro 
selaku kepala KPT: 
“Kami berusaha selalu membantu masyarakat apabila masyarakat 
mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan. Pernah ada suatu 
kejadian mas ketika ada sesorang yang hendak menikah tapi belum 
mempunyai akte padahal sudah berumur 28 tahun datang ke KPT 
karena kami  kasihan maka kami berusaha untuk mendampingi 
sampai kantor catatan sipil. Apakah ada biaya tambahan tidak ada 
biaya tambahan semua sesuai yang tertera di standar pelayanan 
minimal. Mengapa hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat 
kurang sadar akan pentingnya pengurusan perizinan, baru setelah 
membutuhkan lagi diurus maka tugas kami adalah harus selalu 
membimbing dan mensosialisasikan kepada masyarakat.” 
(Wawancara, 6 April 2009) 
 
 
 
Dari keterangan yang diperoleh dari Bapak Agus dapat diketahui 
bahwa pegawai selalu berusaha untuk membantu masyarakat yang 
mengalami kesulitan. Dalam memberikan pelayanan pegawai tidak pilih 
kasih atau membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainya.  
Penuturan oleh Bapak Agus di atas sesuai dengan pernyataan yang 
dikemukakan oleh Ibu Ndari selaku pemohon yang sedang mengurus HO, 
ia mengatakan bahwa : 
“Pegawai disini sangat perhatian sekali mas dengan masyarakat. 
Mereka mau membantu pemohon yang kesulitan dalam melengkapi 
berkas perizinan.” (Wawancara, 7 April 2009) 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Harto yang sedang 
mengurus akte : 
“Pegawai disini dalam membantu masyarakat total dan sepenuh hati 
mas ngak setengah-setengah jadi pemohon merasa diperhatikan. 
Petugas disini juga tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan.” 
(Wawancara, 7 April 2009) 
 
Pernyataan hampir sama juga dikemukakan oleh Ibu Parti yang 
sedang menggurus SIUP : 
“Mereka sudah berusaha untuk mengerti apa yang menjadi harapan 
masyarakat,  pegawai disini sudah berusaha untuk mengutamakan 
kepuasan masyarakat.” (Wawancara, 9 April 2009) 
 
Dari pernyataan yang disampaikan  di atas maka dapat diketahui 
bahwa perhatian yang diberikan pegawai KPT sudah baik yaitu tercermin 
dari pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pihak 
KPT sendiri selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan 
 
 
yaitu dengan cara menampung semua keinginan, harapan serta kritik dan 
saran  pemohon terhadap pelayanan hal ini sangat penting guna semakin 
memahami segala sesuatu yang diharapkan oleh pelanggan. Selain 
berkomunikasi dengan pemohon secara langsung KPT juga menyediakan 
berbagi media guna menampung keluhan dari pemohon misalnya saja 
dengan menyediakan kotak saran serta dengan menyediakan angket yang 
berisi daftar pertanyaan mengenai baik buruknya pelayanan yang 
diberikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab 
sebelumnya tentang kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) 
Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan model dimensi kualitas jasa yang 
dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman & Berry maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Bukti Langsung (Tangibles) 
Tangibles (bukti langsung) meliputi aspek tersedianya peralatan kerja, 
perlengkapan kerja maupun fasilitas pelayanan yang diharapkan dapat 
mendukung petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. KPT mempunyai jumlah komputer yang masih minim hanya 6 
unit. Selain peralatan dan perlengkapan kerja KPT juga menyediakan fasilitas 
penunjang. Fasilitas penunjang ini diantaranya ruang tunggu yang nyaman, 
AC, Koran, dan TV. Sebagian pemohon (masyarakat) menilai fasilitas 
pelayanan yang dimiliki KPT Gunungkidul sudah cukup lengkap dan nyaman. 
2. Kehandalan (Reliability) 
Kehandalan (Reliability) KPT Gunungkidul dapat ditunjukkan dengan 
kemudahan prosedur pelayanan serta kecepatan waktu pelayanan. Secara 
 
 
 
umum masyarakat menilai bahwa prosedur pelayanan cukup sederhana dan 
mudah dipahami. Hal ini terlihat pemohon yang tidak mengalami kesulitan 
dalam menggurus perizinan. Mengenai kecepatan dan ketepatan waktu 
pelayanan masyarakat menilai sudah cukup cepat. Masyarakat menilai 
penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan sudah sesuai dengan 
batas waktu yang telah ditentukan. 
3. Daya Tanggap (responsiveness) 
Kehandalan KPT Gunungkidul dapat ditunjukkan melalui daya 
tanggap dalam melayani dan memberikan informasi serta daya tanggap dalam 
menghadapi komplain. Daya tanggap dalam  menhadapi komplain dan daya 
tangap dalam memberikan informasi masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi 
yang dilakukan KPT hanya sekali selama satu tahun. Penyebaran informasi 
melalui brosur-brosur masih sangat kurang sehingga masyarakat tidak bisa 
memanfaatkan dengan maksimal. 
4. Jaminan (assurance) 
Petugas yang ada di KPT Gunungkidul selalu berusaha untuk 
meningkatkan kemampuan melalui berbagai macam-macam diklat hal 
tersebut bertujuan supaya pelayanan yang diberikan semakin meningkat. 
Mengenai kesopanan pegawai sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan 
sikap pegawai KPT yang ramah dan sopan terhadap semua pemohon 
(masyarakat) yang sedang mengurus perizinan. Dari segi kejujuran pegawai 
 
 
dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik karena tidak ada pengakuan 
dari pemohon mengenai biaya tambahan yang dibebankan. 
5. Empati (empathy) 
Empati dari petugas Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dapat terlihat 
ketika ada masyarakat yang menggurus perizinan di KPT. Mengenai empati 
dari pegawai dikatakan cukup baik karena masyarakat dapat dengan mudah 
menemui petugas, mudah diajak komunikasi dan mudah diajak untuk bertukar 
pendapat. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat puas dengan perhatian 
tulus yang diberikan oleh pegawai KPT Gunungkidul. Dari uraian diatas dapat 
dilihat bahwa, kualitas pelayanan di KPT Gunungkidul cukup baik. 
  
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, ada 
beberapa saran yang penulis kemukakan untuk dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), yaitu 
1. Pihak KPT perlu memperbaiki metode sosialisasi karena selama ini 
sosialisasi belum menjangkau sampai ke tingkat kecamatan masih di tingkat 
kabupaten. Selain itu sebaiknya KPT dalam melakukan sosialisasi lebih 
banyak melibatkan masyarakat karena selama ini hanya dilakukan kepada 
kepala desa, sehingga menyebabkan sosialisasi menjadi kurang efektif. KPT 
juga perlu mencetak dan menyebarkan brosur-brosur yang berkaitan dengan 
 
 
informasi pelayanan KPT lebih banyak lagi supaya informasi dapat sampai 
kemasyarakat. 
2. Pihak KPT perlu melakukan penataan tempat parkir disertai dengan petugas 
yang menjaganya agar masyarakat merasa aman dengan kendaraanya. 
3. Perlu adanya penambahan  alokasi dana APBD untuk keperluan KPT dalam 
hal penambahan unit komputer. Hal ini dikarenakan komputer yang dimiliki 
oleh KPT terbatas. Dengan adanya jumlah komputer yang memadai, maka 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin optimal. 
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